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MOTTO  
 
 
“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). 
Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling 
sempurna” (An-Najm : 39-41) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah:  
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. 
Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai 
berkut:    
Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama  
 ا alif  Tidak dilambangkan   Tidak dilambangkan  
 ب ba  b  Be  
 ت ta  t  Te  
 ث ṡa  ṡ  Es (dengan titik di atas)  
 ج jim  j  Je  
 ح ḥa  ḥ  Ha (dengan titik di bawah)  
 خ kha  kh  Ka dan ha  
 د dal  d  De  
 ذ żal  ż  Zet (dengan titik di atas)  
 ز ra  r  Er  
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 ش zai  z  Zet  
 ض sin  s  Es  
 ش syin  sy  Es  dan ye  
 ص ṣad  ṣ  Es (dengan titik di bawah)  
 ض ḍad  ḍ  De (dengan titik di bawah)  
 ط ṭa  ṭ  Te (dengan titik di bawah)  
 ظ ẓa  ẓ  Zet (dengan titik di bawah)  
 ع ‘ain  …’…  Koma terbalik di atas  
 غ gain  g  Ge  
 ف fa  f  Ef  
 ق qaf  q  Ki  
 ك kaf  k  Ka  
 ل lam l  El  
 و mim  m  Em  
 ن nun  n  En  
 و wau  w  We  
 ي ha  h  Ha  
 ء hamzah  ...ꞌ…  Apostrop  
 ي ya  y  Ye  
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2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
a.Vokal Tunggal  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  
(َـــــ) 
Fathah  a  a  
(  ـ ــــ) 
Kasrah  i  i  
(   ْ) 
Dammah u  u  
 
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transiterasi  
1.   ةتك Kataba  
2.   سكذ Żukira  
3.   ةهري Yażhabu  
 
b.Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf  
Nama  Gabungan Huruf  Nama  
 ي...أ Fathah dan ya  Ai  a dan i  
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 و...أ Fathah dan wau  Au  a dan u  
 
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.   فيك Kaifa  
2.   لىح Ḥaula  
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:   
Harakat dan 
Huruf  
Nama  Huruf dan 
Tanda  
Nama  
 ي...أ Fathah dan alif 
atau ya  
ā  a dan garis di atas  
 ي...أ Kasrah dan ya  ī i dan garis di atas  
 و...أ Dammah dan wau ū  u dan garis di atas  
 
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.   لاق Qāla  
2.   ميق Qīla  
3.   لىقي Yaqūlu  
4.   يمز Ramā  
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4. Ta Marbutah  
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:  
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammahtransliterasinya adalah /t/.  
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.  
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.  
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.  لافطْنا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl   
2.   ةحهط Ṭalḥah  
 
 
5. Syaddah (Tasydid)  
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.   ّاىتز Rabbanā 
2.   لّصو Nazzala  
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6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.   مجّسنا Ar-rajulu  
2.   للاجنا Al-Jalālu  
 
 
7. Hamzah  
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.   مكأ Akala  
2.   نورخأت Taꞌkhuzūna  
3.   ؤىنا An-Nauꞌ  
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8. Huruf Kapital  
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
  لىسَسنإ دحمم امو Wa mā Muammadun illā rasūl  
  هيمناعنا بز للهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna  
 
 
9. Penulisan Kata dalam trans  
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut literasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu 
bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.  
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Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
  هيقشاسناسيخىهن الله نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa 
innallāha lahuwa khairur-rāziqīn  
  ناصيمناو ميكنا اىفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-
kaila wal mīzāna  
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 ABSTRAK 
 
Nomi Rayi Dimar. 2019. Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal (Studi 
Kasus di Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah).  
 
Hukum waris adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari 
seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tujuan dari penelitian ini 
adalah (1) untuk mengetahui praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal 
di Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. (2) untuk mengetahui 
permasalahan yang terjadi ketika pembagian harta tersebut dilakukan. (3) untuk 
mengetahui praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal menurut Hukum 
Islam.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data-data yang diperoleh 
berdasarkan data yang relevan dari tahun 2015 sampai 2016. Untuk mendapatkan 
data peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Geneng dengan  
mengambil 6 sampel. Setelah data terkumpul lalu diawali dengan verifikasi data 
sekunder dan primer, untuk selanjutnya dianalisis dengan diskriptif kualitatif 
mengenai pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Desa Geneng. 
Hasil penelitan menunjukkan bahwa pembagian harta sebelum pewaris 
meninggal dunia pada masyarakat Desa Geneng merupakan tradisi yang telah 
dilakukan sejak dulu, masyarakat menghibahkan hartanya hanya kepada anak-
anaknya. Adapun permasalahan yang muncul akibat pembagian harta tersebut 
disebabkan pembagian harta yang tidak secara adil atau dibagi sama rata. 
Pembagian harta sebelum pewaris meninggal jika ditinjau menurut hukum Islam 
dapat dikategorikan sebagai hibah. Karena pada dasarnya, pemberian harta waris 
harus memiliki asas kematian. 
Kata Kunci : Pembagian Harta, Hibah, Waris 
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ABSTRACT 
 
Nomi Rayi Dimar. 2019. Distribution of Assets Before Heirs Died (Case Study in 
Geneng Village, Miri District, Sragen Regency, Central Java).  
 
Inheritance law is a rule that regulates the transfer of property from 
someone who dies to his heirs.  The purpose of this study are (1) to find out the 
practice of distributing assets before the heir died in Geneng Village, Miri 
District, Sragen Regency.  (2) to find out the problems that occur when the 
distribution of assets is carried out.  (3) to find out the practice of distributing 
assets before the testator dies according to Islamic law. 
This is the kind of research field research. The data obtained by based on 
the data relevant from 2015 up to 2016. To get data researchers conducted 
interview to the community in the village Geneng by taking 6 sample. After data 
collected futher analyzed by qualitative diskriptip about the division of property 
before the heir died in the village Geneng. 
The results of research covered shows that the division of mature of mind 
hand over the heir on the died at members of the village community Geneng is a 
tradition that has been done since they used in the past, the community has 
granted only talk about it with theirs childern gain increases his material 
possession. As for the problems that arose as a result of the division of property 
was due to the uneven the division of property had no intention of fair or be 
shared equally by. The division of heirs of the tribe of mature of mind hand over 
died if kept on a constant review according to islamic law can be categorized as as 
a grant. Because it is in principle, the provision of inheritance should be able to 
have the principle of the death of. 
Keywords : Distribution of Assets, Grants, Inheritance 
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RIWAYAT HIDUP 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum Islam adalah ajaran yang bersifat universal yang memiliki 
aturan tersendiri mengenai hubungan antara manusia dengan manusia 
lainnya atau mengenai hubungan antara manusia dengan Allah swt. Salah 
satu hubungan antara manusia dengan Allah yaitu mengenai hukum 
kewarisan atau ilmu faraid.  
Hukum waris adalah pemindahan atau pengubahan harta benda 
atau hak-hak material dari pewaris setelah meninggal dunia kepada ahli 
warisnya. Hukum waris juga mengatur siapa saja orang yang dapat 
mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, menentukan bagian dari setiap 
ahli warisnya, bahkan cara pembagiannya. 
Dalam hukum Islam pembagian harta waris mendapatkan perhatian 
yang sangat besar, hal ini dikarenakan pembagian harta ini sering kali 
menimbulkan peselisihan atau menimbulkan hal-hal yang kurang 
menguntungkan. Bahkan menurut Munawir Sjadzali, jika melihat 
praktiknya dalam kehidupan masyarakat, mereka seringkali tidak 
melakukan pembagian waris sesuai dengan ketetapan al-Qur‟an. Selain itu, 
rumusan 2:1 ini terkadang membuat kepala keluarga mengambil tindakan 
preventif, yang mana seseorang semasa hidupnya telah membagikan harta 
kekayaan mereka kepada anak-anak dan anggota keluarga mereka dengan 
bagian yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga 
2 
 
ketika orang tersebut meninggal dunia, harta yang dimiliki tinggal sedikit 
atau bahkan tidak ada sama sekali.
1
 
Masyarakat pada umumnya melakukan proses pembagian harta 
waris dengan cara memberikan harta warisannya kepada ahli waris setelah 
pemilik harta atau pewaris meninggal dunia. Jika melihat dalam Kompilasi 
Hukum Islam dan Fiqh, ketentuan pembagian harta waris adalah laki-laki 
mendapatkan dua bagian daripada perempuan atau 2:1.  
Pembagian harta yang dilakukan setelah pewaris meninggal 
tersebut juga diterapkan pada masyarakat Desa Geneng, tetapi faktanya 
sebagian besar masyarakat Desa Geneng membagikan hartanya sebelum 
pewaris meninggal dunia. Proses pemberian barang atau harta benda oleh 
orang tua kepada anaknya dalam masyarakat Desa Geneng juga dilakukan 
ketika orang tua (pewaris) hidup. Mereka beranggapan bahwa pemberian 
harta kepada ahli waris itu bukan hanya sekedar ketika orang tua atau 
pewarisnya sudah meninggal. Jumlah yang melakukan pembagian harta 
jika dilihat pertahunnya yaitu sekitar 80 anggota keluarga pertahunnya, 
dan yang membagikan harta sebelum pewaris meninggal yaitu sekitar 50 
anggota keluarga setiap tahunnya.
2
 Dari 50 anggota keluarga yang 
membagikan hartanya sebelum pewaris meninggal, sekitar kurang lebih 
setengahnya yaitu sekitar 25 anggota keluarga terjadi permasalahan antar 
                                                 
1
Rosidi Jamil, “Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran 
Hazairin dan Munawir Sjadzali)”, Al-Ahwal Vol. 10 Nomor 1, 2017, hlm. 108. 
2
Ali Mursidi, Bayan di Desa Geneng, Wawancara Pribadi, 22 September 2018, jam 
10.00-10.30 WIB. 
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semasa saudaranya atau bahkan dengan orang tuanya sendiri selaku 
pewaris. 
Menurut Bapak Suhirman selaku Kepala Desa di Desa Geneng, 
pembagian harta atau pemberian harta dilakukan ketika pewaris belum 
meninggal bertujuan sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap 
anaknya, pemupukan silaturahmi antara orang tua dan anaknya, dan 
bertujuan agar tidak terjadi perselisihan ketika harta tersebut dibagikan 
ketika orang tuanya (pewaris) masih hidup. Akan tetapi, dalam prakteknya 
masih menimbulkan permasalahan-permasalahan terhadap harta 
pemberian tersebut. Permasalahan atau dampak tersebut biasanya timbul 
setelah masyarakat membagikan hartanya, sehingga perlu dilakukan 
musyawarah lagi untuk menentukan titik terangnya. 
3
 
Perselisihan yang sering terjadi adalah ketika anak atau pewaris 
tersebut kurang setuju akan pembagian orang tua atau si pewaris dan 
meminta untuk membagikan ulang, muncul permasalahan baru antar 
keluarga sehingga menimbulkan keluarga tidak rukun satu sama lain, 
bahkan yang lebih buruk adalah ketika harta dibagikan ahli waris mulai 
melupakan pewarisnya (orang tua) sehingga tidak merawatnya ketika tua.
4
 
 
 
 
                                                 
3
Suhirman, Kepala Desa di Desa Geneng, Wawancara Pribadi, 22 Juni 2018, jam 09.00-
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal pada  
masyarakat Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, 
Provinsi Jawa Tengah? 
2. Apa dampak yang timbul dalam praktik pembagian harta sebelum 
pewaris meninggal pada masyarakat Desa Geneng, Kecamatan Miri, 
Kabupaten Sragen? 
3. Bagaimana praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal di 
Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 
menurut Hukum Islam? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendiskripsikan  praktik pembagian harta sebelum pewaris 
meninggal pada masyarakat Desa Geneng, Kecamatan Miri, 
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 
2. Untuk mendiskripsikan dampak pembagian harta sebelum pewaris 
meninggal pada masyarakat Desa Geneng, Kecamatan Miri, 
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 
3. Untuk mendiskripsikan praktik pembagian harta sebelum pewaris 
meninggal menurut Hukum Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menjadi pengembangan ilmu dan memperluas wawasan mengenai 
praktek pembagian harta sebelum pewaris meninggal. 
b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan tentang praktik pembagian harta 
kepada ahli warisnya sebelum pewaris meninggal menurut hukum 
Islam 
2. Manfaat Praktis 
a. Menginformasikan masalah-masalah yang timbul dalam 
masyarakat mengenai praktik pembagian harta kepada ahli 
warisnya sebelum pewaris meninggal. 
b. Memberikan solusi mengenai praktik pembagian harta dari pewaris 
kepada ahli warisnya kelak menurut hukum Islam. 
 
E. Kerangka Teori 
Pembagian harta atau membagikan harta kepada ahli waris, 
sebenarnya termasuk dalam bidang keperdataan. Lebih khusunya lagi hal 
tersebut termasuk kedalam hukum keluarga. Pembagian harta menurut 
hukum Islam dibagi menjadi tiga, yaitu: Waris, Hibah, dan Wasiat. 
Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta 
dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti 
menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-
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masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi 
orang yang meninggal dimaksud.
5
 
Fiqh mawaris adalah pengetahuan yang berkaitan dengan 
pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat 
menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang 
bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak 
pusaka.
6
 
Asas-asas hukum kewarisan Islam, yaitu :  
1.  Asas Ijbari, menyatakan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada 
ahli waris terjadi dengan sendirinya menurut ketetapan yang di buat 
Allah tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. 
2. Asas Bilateral, menyatakan bahwa ahli waris yang menerima harta 
peninggalan pewaris adalah keturunan laki-laki dan perempuan. 
3. Asas Individual, yaitu harta peninggalan pewaris dibagikan kepada 
ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.  
4. Asas Keadilan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban antar 
ahli waris.
7
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5. Asas Akibat Kematian, berarti kewarisan ada kalau ada yang 
meninggal dunia atau kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya 
seseorang. 
6. Asas Keislaman, baik pewaris atau ahli waris harus beragama Islam.8 
Pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia 
disebut hibah. Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara 
cuma-cuma disaat pemberi hibah dan yang diberi sama-sama masih 
hidup.
9
 
Sedangkan pemberian yang ditangguhkan waktunya untuk dimiliki 
setelah pewaris meninggal dunia disebut washiyat. Washiyat, ialah sesuatu 
tasharruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah 
meninggalnya orang yang berwasiat. Jelasnya pengelolaan terhadap yang 
jadi obyek wasiat, berlaku setelah yang berwasiat itu meninggal. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Kajian tentang pembagian waris sebelum pewaris wafat, sudah 
banyak dilakukan. Diantaranya : 
Pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Komari yang berjudul 
“Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat”  10 pada 
penelitian ini membahas pelaksanaan hukum waris di Indonesia 
                                                 
8
Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum…, hlm. 58. 
9
Diana Zuhroh, Buku Daras Fiqh..., hlm. 37. 
10Komari, “Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat”, Asy-
Syari‟ah Vol. 17 Nomor 2, 2015. 
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dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum Adat, dan 
hukum Barat. Sedangkan pada penelitian saya menjelaskan pembagian 
harta sebelum pewaris meninggal menurut hukum Islam. 
Kedua adalah Jurnal yang ditulis oleh Ibnu Rusydi yang berjudul 
“Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum 
Islam dan Perdata” 11 dalam penelitian ini membahas hubungan hibah 
dengan kewarisan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum 
Perdata, dan penghapusan kemungkinan hibah ketika menyadari hibah itu 
lebih dari 1/3. Sedangkan dalam penelitian saya membahas pembagian 
harta sebelum pewaris meninggal, dan cara pembagian harta menurut 
Hukum Islam (Fiqh). 
Ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Herwanto, mahasiswa 
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 
mengenai “Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi 
Kasus di Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo)” 12 
perbedaan  skripsi ini dengan skripsi saya adalah, skripsi ini menjelaskan 
pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal 
dengan menggunakan teori waris dan ditinjau menurut „Urf. Sedangkan 
penelitian saya adalah praktik pembagian harta sebelum pewaris 
                                                 
11Ibnu Rusydi, “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum 
Islam dan Hukum Perdata”, Galuh Justicia Vol. 4 Nomor 2, 2016. 
12Herwanto, “Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus di 
Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan 
Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2005. 
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meninggal ditinjau menggunakan teori hukum Islam, dan dalam 
praktiknya dampak yang ditimbulkan akibat pembagian harta tersebut.   
Keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Nurjanah, mahasiswi 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Alauddin Makasar, 
mengenai “Pembagian Harta Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Pada 
Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus 
Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung, Kabupaten Bulukumba)” 13 dalam 
skripsi ini menjelaskan bahwa pembagian harta waris menurut adat 
Bulukumba, skripsi ini juga menjelaskan bahwa masyarakat cenderung 
menggunakan hukum adat Bulukumba dalam pembagian harta kepada 
anak-anaknya daripada menggunakan hukum Islam. Perbedaan penelitian 
ini dengan penilitian saya adalah pembagian harta yang dilakukan oleh 
orang tua kepada anak-anaknya yang biasanya cara pembagian hartanya 
menggunakan sistem kekeluargaan.  
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan jalan terjun ke lapangan atau tempat 
yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat Desa Geneng 
                                                 
13Nurjannah, “Pembagian Harta Sebelum Orang tua Meninggal Dunia Pada Masyarakat 
Adat Bulukumba Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung, 
Kabupaten Bulukumba)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Makasar, 2012. 
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Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk memperoleh data-data yang 
relevan dengan permasalahan yang diangkat. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari 
beberapa masyarakat, dilakukan dengan wawancara terhadap 
informan yang telah ditetapkan dengan memilih model wawancara 
langsung (tatap muka). Pada skripsi ini, data primer diperoleh 
dengan wawancara terhadap masyarakat yang melakukan praktik 
pembagian harta sebelum pewaris meninggal. 
b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan dengan cara menelaah buku atau literatur baik dari 
Kompilasi Hukum Islam maupun buku-buku tentang aturan hukum 
islam dan ada kaitannya dengan objek penelitian ini. Dalam skripsi 
ini, data sekunder yang ditekankan adalah data mengenai 
pembagian harta, buku-buku yang berkaitan dengan pembagian 
harta dan Kompilasi Hukum Islam. 
3. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini penyusun mewawancarai dengan narasumber 
yang telah melakukan pembagian harta sebelum pewaris meninggal, 
tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang berlokasi di Desa Geneng, 
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. 
11 
 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapat data yang akurat dan relevan, baik berupa 
pengetahuan ilmiah, maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka 
pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 
dan ide tanya jawab, sehingga dapat menemukan makna dalam 
suatu topik tertentu mengenai pembagian harta sebelum pewaris 
meninggal, dan penyusun mewawancarai masyarakat yang 
melakukan pembagian harta sebelum pewaris meninggal.
14
 Proses 
wawancara dilakukan langsung dengan 6 masyarakat yang 
melakukan praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal 
antara lain Bapak Ahmad, Bapak Naryo, Bapak Ngatimo, Bapak 
Purwanto, Bapak Saryadi, Bapak Tarso. Kemudian wawancara  
kepada Bapak Suhirman selaku Kepala Desa di Desa Geneng, 
Bapak Ali Mursidi selaku Bayan di Desa Geneng, dan Bapak 
Mardi selaku Tokoh Agama di Desa Geneng. 
b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat 
dokumen-dokumen yang ada di kantor kepala desa atau tempat 
lainnya, sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah-
masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penyusun akan mencari 
data tertulis baik yang berupa catatan, arsip, serta buku-buku lain 
                                                 
14
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta 
Bandung, 2010), hlm.231. 
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yang dianggap perlu, yaitu bukti tertulis berupa perjanjian yang 
dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pembagian harta 
tersebut. 
5. Teknik Analisis Data 
Data merupakan proses penelaahan yang diawali dengan melalui 
verifikasi data sekunder dan data primer. Untuk selanjutnya dilakukan 
pengelompokan sesuai dengan pembahasan permasalahan. Analisis data 
adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk memperoleh pengertian 
tentang situasi yang sesungguhnya, di samping itu juga harus dikerjakan 
untuk situasi yang nyata. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan 
secara dikriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan 
sekunder. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan 
menggunakan metode deduktif untuk menemukan jawabannya mengenai 
pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Desa Geneng, Kecamatan 
Miri, Kabupaten Sragen. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan proposal ini 
terdari dari empat bab, yang perinciannya sebagai berikut: 
Bab Pertama merupakan bagian pendahuluan yang memberikan 
petunjuk untuk memahami skripsi secara umum. Pada bab ini diuraikan 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan yang terkahir mengenai 
13 
 
sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan alur berpikir 
dalam penulisan skripsi ini. 
Bab kedua, mengemukakan pembahasan tentang tinjauan umum 
tentan pembagian harta menurut Hukum Islam. Dalam bab ini ada tiga 
bagian yang diuraikan, antara lain teori mengenai waris, hibah, dan wasiat. 
Dalam sub bab ini menjelaskan tentang definisi atau pengertian, dasar 
hukum, syarat dan rukun, dan ketetentuan yang lainnya. 
Bab ketiga, mengemukakan gambaran umum desa yang diteliti 
yang terletak di Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa 
Tengah baik letak geografis dan letak demografis, jumlah penduduk, status 
sosial dan ekonomi, dan terakhir adalah gambaran umum tentang praktik 
pembagian harta sebelum pewaris meninggal, serta dampak yang timbul 
dalam praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal. 
Bab keempat, berisi tentang analisis penelitian mengenai praktek 
pembagian harta sebelum pewaris meninggal kepada ahli waris di Desa 
Geneng, Kecamatan Miri, Kabiupaten Sragen, Jawa Tengah. Pada bab ini, 
membahas tentang praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal, 
siapa saja penerima dari pembagian harta tersebut, dampak-dampak yang 
timbul karena pembagian harta sebelum pewaris meninggal, dan 
bagaimana praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal menurut 
hukum Islam. 
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Bab kelima, berisi kesimpulan mengenai praktek pembagian harta 
sebelum pewaris meninggal secara keseluruhan dari bab-bab tersebut, 
serta memberikan saran mengenai praktek tersebut yang diharapkan 
bermanfaat bagi pembaca. 
  
1 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Waris Islam 
1. Pengertian Waris 
Waris adalah bentuk isim fa‟il dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, 
fahuwa waritsun yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-
kata itu berasal dari kata waritsa yang bermakna perpindahan harta 
milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara pindahan harta milik 
atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah 
ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka 
peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam 
penyebutan waris, seperti: warits, muwarris, al-irts, warasah dan 
tirkah. 
Warits adalah orang yang mewarisi. Muwarrits adalah orang yang 
memberikan waris (mayit). Al-Irts adalah harta warisan yang siap 
dibagi. Warasah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli 
waris. Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal.
15
 
Menurut Amir Syarifuddin, istilah fiqh mawaris atau disebut juga 
hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis 
berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan 
harta atau berwujud harta dari orang yang telah mati kepada yang 
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masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk 
semua yang beragama Islam.
16
 
Ilmu waris juga sering disebut dengan ilmu Faraidh. Kata faraidh 
adalah bentuk jamak dari fardh yaitu bagian yang ditentukan. Disebut 
Ilmu Faraidh karena ilmu yang membahas tentang bagian-bagian yang 
telah ditentukan kepada ahli waris. Sehingga ilmu faraidh atau ilmu 
waris didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut : 
“Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka, 
pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan 
kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-
bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta 
pusaka”17 
2. Sumber dan Asas Waris Islam 
a. Dasar dan sumber waris Islam 
Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum 
agama (Islam) adalah nash dan teks yang terdapat dalam al-Qur‟an 
dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-quran dan sunnah Nabi yang secara 
langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai 
berikut:
18
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1) Ayat-Ayat Al-Qur‟an 
a) QS. An-Nisaa‟ ayat 11: 
   
   
     
    
      
   
   
   
    
      
    
   
     
    
    
    
   
   
      
    
 
     Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama 
dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu 
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua 
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; 
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 
diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat 
sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang 
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 
Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
19
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b) QS. An-Nissa‟ ayat 12: 
    
    
     
   
    
    
     
   
      
     
    
    
     
    
    
    
    
    
    
     
    
     
     
     Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 
mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, 
maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat 
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 
kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 
maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang 
kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat 
atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika 
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang 
tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau 
seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi 
jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka 
mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah 
dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli 
waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) 
syari´at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Penyantun.
20
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2) Hadis 
 ْمُه ْ نَع ُوُللا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ُثْيِدَح اَهِلْىَِاب َضِئاَرَفْلا اوُِقْلْا : َلاَق ا
 ٍرََكذ ٍلُجَر َلَْوَِلِ َوُه َف َيَِقب اَمَف 
Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. berkata: Nabi 
SAW. bersabda: “berikan bagian waris itu kepada 
ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada 
sisanya maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-
laki” (H.R. Bukhari – Muslim).21 
 
3) Al-Ijma‟ 
Ijma‟ adalah kesepakatan seluruh mujtahid tentang 
suatu ketentuan hukum syara‟ mengenai suatu hal pada 
suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam 
hal ini, Ijma‟ terkait dengan kesepakatan kaum 
muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang 
terdapat di dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah, sebagai 
ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya 
mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena 
ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka 
tidak ada alasan untuk menolaknya.
22
 
4) Al-Ijtihad  
Yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki 
cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk 
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22
Musa Muhammad, “Gugurnya Hak Waris Karena Pembunuhan Dalam Pasal 173 
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menjawab persoalan-persoalan pembagian warisan. 
Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam pemahaman 
atau ketentuan yang ada.
23
 
b. Asas-asas Hukum Waris 
Asas-asas hukum kewarisan Islam, yaitu: 
1) Asas Ijbari, yang menyatakan bahwa peralihan harta dari 
pewaris kepada ahli waris terjadi dengan sendirinya menurut 
ketetapan yang dibuat Allah tanpa digantungkan pada 
kehendak pewaris atau ahli waris. Oleh karena asas ini maka 
secara langsung tiap ahli waris diwajibkan menerima peralihan 
harta peninggalan pewaris sesuai dengan bagiannya masing-
masing yang telah ditetapkan;
24
  
2) Asas Bilateral, yang menyatakan bahwa ahli waris yang 
menerima harta peninggalan pewaris adalah keturunan laki-
laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan 
memiliki bagian masing-masing dari harta peninggalan 
pewaris;
25
  
3) Asas Individual, yaitu harta peninggalan pewaris dibagikan 
kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-
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25
Ibid. 
21 
 
masing bagian ahli waris adalah kepunyaannya secara 
perorangan;
26
  
4) Asas Keadilan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban 
antar ahli waris serta keseimbangan antara keperluan dan 
kegunaan yang diperoleh dari harta peninggalan pewaris.
27
 
5) Asas Akibat  Kematian yaitu asas akibat kematian dalam 
hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang 
meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari 
meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta 
seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi 
setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini 
berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain 
dan disebut harta warisan, selama orang yang mempunyai 
harta itu masih hidup. Demikian juga segala bentuk pengalihan 
harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik 
secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian 
sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori 
kewarisan menurut hukum Islam.
28
 
6) Asas Keislaman yaitu dalam hukum waris Islam, baik pewaris 
maupun ahli waris harus orang yang beragama Islam, harta 
waris dibagi menurut hukum Islam, dan jika terjadi sengketa 
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terkait harta warisan maka penyelesaiannya melalui hakim 
peradilan Islam berdasarkan hukum Islam. Perbedaan agama 
antara pewaris dan ahli waris menghalangi mereka untuk 
saling mewarisi. 
3. Rukun Waris  
Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi 
pembahasan yang sangat penting karena jika salah satu rukun tidak ada 
maka pewarisan tersebut tidak dapat terlaksana, adapun rukun yang 
dimaksud yaitu:
29
 
a. Harta Peninggalan (Mauruts)  
Mauruts adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit yang 
akan diwariskan kepada ahli waris setelah diambil untuk biaya-
biaya perawatan jenazah, melunasi utang dan melaksanakan 
wasiat.  
b. Orang yang Meninggalkan Harta Warisan (Muwarits). 
Muwarits adalah orang yang meninggal dan meninggalkan 
harta waris. Di dalam kamus bahasa Indonesia disebut dengan 
istilah “pewaris”, sedangkan dalam kitab fiqih disebut muwarist 
Bagi muwarist berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan 
miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal 
dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. 
Kematian muwarrist menurut para ulama fiqih, dibedakan 
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menjadi tiga, yaitu: mati haqiqi (sejati), mati secara hukum 
(berdasarkan keputusan hakim); mati taqdiri (menurut dugaan).  
c. Ahli Waris atau Waarist 
Waarist adalah orang yang akan mewarisi harta 
peninggalan si muwarrist karena memenuhi sebab untuk 
mewarisi. Pengertian ahli waris disini adalah orang yang 
mendapat harta waris, karena memang haknya dari ligkungan 
kelurga pewaris. Namun, tidak semua kelurga dari pewaris 
termasuk ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima 
harta waris mungkin saja di luar dari ahli waris. 
4. Syarat-Syarat Pewarisan.  
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai 
adalah sebagai berikut: 
30
 
a. Matinya muwarits 
b. Hidupnya warits 
c. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai. 
Adapun ketika syarat matinya muwarits dan hidupnya warits 
terpenuhi, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta 
peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu 
dari penghalang mewaris, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan 
agama (kafir). 
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1) Perbudakan  
Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena 
dipandang tidak cakap mengurusi harta dan telah putus 
hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang 
memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. 
Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia 
sendiri dan segala harta yang ada padanya adalah milik 
tuannya. 
2) Pembunuhan  
Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris 
terhadap pewarisnya menjadi penghalang baginya untuk 
mewaris harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 dikatakan bahwa seseorang 
terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum 
karena:  
a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh 
atau menganiaya berat kepada pewaris.  
b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan 
pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu 
kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara 
atau hukuman yang lebih berat 
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3) Berlainan Agama  
Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang 
menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan 
orang yang mewariskan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa 
orang nonmuslim tidak dapat mewarisi harta orang Islam. Hal 
ini dipertegas lagi dalam Hadist Riwayat Al-Jama'ah kecuali 
Muslim dan Nasai, bahwa orang muslim tidak berhak waris 
atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak atas harta 
orang muslim.
31
 
Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa 
saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, 
sedangkan peninggalan belum dibagikan maka seorang ahli 
waris yang baru masuk Islam tetap terhalang untuk mewarisi, 
sebab timbulnya hak mewaris tersebut adalah sejak adanya 
kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan 
dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat 
kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan nonmuslim. Jadi, 
mereka dalam keadaan berlainan agama.  
5. Sebab-sebab Penerimaan Warisan.  
Hak kewarisan dalam Islam dapat timbul disebabkan adanya hal- 
hal di bawah ini : 
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a. Pertalian darah dan kekerabatan.  
Hubungan al-qaraabah atau disebut juga hubungan nasab 
(darah) adalah hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran 
(keturunan), baik yang dekat maupun yang jauh. Hubungan nasab 
ini mencakup anak keturunan si mayit, leluhur si mayit atau 
saudara si mayit. Dasar hukum hubungan nasab sebagai sebab 
mewarisi adalah Firman Allah SWT :
32
 
…   
   
   … 
Artinya : “...Dan orang-orang yang mempunyai hubungan 
kerabat itu sebagianya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada 
yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah...” 
 
b. Pertalian perkawinan;  
Hubungan perkawinan di sini maksudnya adalah hubungan 
kewarisan yang disebabkan oleh akad nikah yang sah. Seorang 
suami bisa mewarisi harta peninggalan istrinya yang telah 
meninggal. demikian juga sebaliknya, istri berhak mewarisi harta 
peninggalan suaminya yang telah meninggal. hal ini berdasarkan 
Firman Allah SWT:
33
 
    
 
Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta 
yang ditinggalkan oleh istri-istrimu” 
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     
… 
Artinya; "Para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan...  
 
Para fukaha sepakat bahwa istri yang dicerai suami dan 
dalam masa iddah raj'iyyah
34
 dapat mewarisi suaminya. Untuk 
kasus istri yang ditalak ba'in
35
 oleh suami ang dalam keadaan 
sehat, maka istri tersebut tidak bisa mewarisi harta peninggalan 
suaminya. Namun jika suami menjatuhkan talak ba'in kepada 
istrinya pada saat dirinya sakit keras dengan maksud agar istri 
tidak bias mewarisi hartanya, menurut jumhur ulama selain 
Syafi‟iyyah, istri tetap mendapatkan hak warisnya, karena adanya 
niat yang jelek dari suami.
36
 
c. Hubungan karena sebab al-Wala‟ 
Yaitu seseorang yang memerdekakan hamba sahaya berhak 
memperoleh „asabah dari harta hamba yang ia memerdekakan 
tersebut jika meninggal. Sebab ia memperoleh warisan adalah 
satu kenikmatan yang telah ia berikan kepada hamba sahaya 
tersebut, yakni dengan memerdekakannya. Barang siapa yang 
memerdekakan hamba sahaya, lalu hamba itu meninggal, maka 
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harta warisannya diberikan kepada tuan yang telah 
memerdekakannya.
37
 
6. Orang-orang Yang Berhak Mewarisi.  
Orang-orang yang berhak mendapatkan atau mewarisi adalah ahli 
waris. Ditinjau dari beberapa segi atau sudut pandang ahli waris ini 
digolongkan dalam beberapa golongan. Bedasarkan jenis kelamin, ahli 
waris di golongkan menjadi dua, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli 
waris perempuan. Sedangkan dari segi hak ahli waris atas harta 
warisan, maka ahli waris digolongkan menjadi tiga, yaitu : ahli waris 
zawi al-furud asabah dan zawi al-arham. 
Ahli waris dari golongan laki-laki, antara lain adalah sebagai 
berikut:
38
 
a. Ayah.  
b. Kakek (bapak dari ayah dan seterusnya ke atas dari garis laki-
laki. 
c. Anak laki-laki. 
d. Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke 
bawah dari garis anak laki-laki. 
e. Saudara laki-laki kandung (seibu-seayah) 
f. Saudara laki-laki seayah. 
g. Saudara laki-laki seibu. 
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h. Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki 
kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. 
i. Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki saudara laki-laki 
kandung) dan seterusnya ke bawah dari daris laki-laki. 
j. Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya 
ke atas garis laki-laki. 
k. Paman seayah (saudara laki-laki seayah ayah) dan seterusnya ke 
atas dari garis laki-laki.  
l. Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman 
kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, termasuk 
di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek, dan 
seterusnya, dan anak-anak keturunannya dari garis laki-laki. 
m. Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah) 
dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, termasuk di 
dalamnya anak paman seayah ayah, anak paman kakek dan 
seterusnya, dan anak-anak keturunannya dari garis laki-laki. 
n. Suami. 
o. Laki-laki yang memerdekakan budak (mut‟iq). 
Ahli waris dari golongan perempuan antara lain adalah sebagai 
berikut :
39
 
a. Ibu. 
b. Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan. 
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c. Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis peempuan 
atau berturut-turut ke atas dari garis laki-laki, kemudian sampai 
kepada nenek atau bertutur-turut dari garis laki-laki lalu 
bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan. 
d. Anak perempuan. 
e. Cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke 
bawah dari garis laki-laki. 
f. Saudara perempuan kandung. 
g. Saudara perempuan seayah. 
h. Saudara perempuan seibu. 
i. Isteri. 
j. Perempuan yang memerdekakan budak (mut'iq). 
Ahli waris zawi al-furud adalah ahli waris yang mendapat atau 
mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam al- 
Qur'an dan as-Sunnah. Bagian-bagian tertentu yang dimaksud tersebut 
adalah : 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, atau 1/8.  
Ahli waris yang mendapat bagian 2/3, antara lain adalah sebagai 
berikut :
40
 
a. Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan keturunan apabila 
ia tidak bersama-sama dengan mu'asibnya (orang yang menjadi 
'asabah). 
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b. Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, bila ia 
mewarisi tidak bersama-sama anak perempuan kandung atau 
mu'asibnya. 
c. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, apabila ia 
mewaris tidak bersama-sama dengan mu'asibnya. 
d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, dengan 
ketentuan ia mewaris tidak bersama-sama dengan cucu 
perempuan pancar laki-laki atau saudara perempuan kandung. 
Ahli waris yang memperoleh 1/2, antara lain adalah sebagai berikut 
:
41
 
a. Seorang anak perempuan kandung, apabila ia tidak bersama-
sama dengan anak laki-laki yang menjadi mu'asibnya. 
b. Seorang cucu perempuan pancar laki-laki, dengan ketentuan ia 
tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau orang lain 
yang menjadi mu'asibnya. 
c. Suami, dengan ketentuan ia tidak bersama-sama far'ul waris. 
d. Seorang saudara perempuan kandung, apabila ia mewaris tidak 
bersama-sama dengan mu'asibnya. 
e. Seorang saudara perempuan seayah, apabila ia mewaris tidak 
bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau cucu 
perempuan pancar laki-laki atau saudara perempuan kandung. 
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Ahli waris yang memperoleh bagian 1/3, antara lain adalah sebagai 
berikut : 
a. Ibu, apabila ia tidak bersama-sama dengan far'ul waris laki-laki 
atau perempuan atau dua orang saudara perempuan kandung 
atau seayah. 
b. Anak-anak ibu (saudara seibu bagi si mati) laki-laki atau 
perempuan dua orang atau lebih, apabila mereka tidak bersama-
sama dengan far'ul waris laki-laki atau perempuan atau aslu 
waris laki-laki (seperti ayah dan kakek sahih).  
Ahli waris yang memperoleh 1/4 antara lain adalah sebagai berikut 
: 
a. Suami, apabila ia mewaris bersama-sama dengan far'ul waris 
bagi isteri baik yang lahir dari perkawinannya dengan suami 
tersebut maupun yang lahir dari suami yang terdahulu. 
b. Isteri, apabila ia mewaris tidak bersama-sama dengan far'ul 
waris, baik yang lahir dari perkawinannya dengan isteri itu 
sendiri maupun yang lahir dari perkawinannya dengan isteri 
yang terdahulu. 
Ahli waris yang memeproleh bagian 1/6, antara lain adalah sebagai 
berikut: 
a. Ayah, apabila ia mewaris bersama-sama dengan far'ul waris 
laki- laki (yaitu anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-
laki betatapun rendah menurunnya). 
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b. Ibu, apabila ia mwaris bersama-sama dengan far'ul waris secara 
mutlak atau bersama-sama dengan dua atau lebih saudara 
perempuan secara mutlak. 
c. Kakek sahih, apabila ia mewaris bersama-sama dengan far ul 
waris laki-laki. 
d. Nenek shahihah, apabila ia mewaris tidak bersama-sama dengan 
ibu. 
e. Saudara seibu laki-laki maupun perempuan, apabila ia mewaris 
bersama-sama dengan far'ul waris laki-laki maupun perempuan 
atau aslu waris laki-laki. 
f. Cucu perempuan pancar laki-laki, apabila ia mewaris bersama- 
sama dengan anak perempuan kandung. 
g. Seorang saudara perempuan seayah atau lebih, apabila ia 
bersama- dengan saudara perempuan kandung. 
Ahli waris yang memperoleh bagian 1/8 adalah: isteri, yaitu 
apabila ia mewaris bersama-sama dengan far'ul waris bagi suami, baik 
yang lahir dari perkawinannya dengan isteri tersebut maupun yang 
lahir dari perkawinannya dengan isteri terdahulu. 
Selain bagian-bagian tertentu seperti telah disebutkan di atas, ada 
lagi bagian 1/3 sisa, yaitu bagian ibu, apabila ia mewaris bersama-
sama dengan ayah dan salah seorang suami atau isteri bagi si mati. 
Ahli waris 'asabah yaitu ahli waris yang tidak memperoleh bagian 
tertentu tetapi mereka mendapatkan seluruh harta peninggalan jika 
34 
 
tidak ada zawi al-furid, dan atau berhak mendapatkan seluruh sisa 
harta peninggalan setelah dibagikan kepada zawi al-furid, atau tidak 
menerima apa-apa karena harta peninggalan sudah habis dibagikan 
kepada zawi al-furid Ditinjau dari kedudukannya, ahli waris 'asabah ini 
digolongkan menjadi tiga macam, yaitu : 
a. 'aşabah bi an-nafsi, yaitu tiap-tiap kerabat yang laki-laki yang 
tidak diselingi dalam hubungannya kepada yang meninggal oleh 
seseorang perempuan, tetapi seorang laki-laki seperti saudara 
laki- laki sebapak dan anaknya, paman sebapak dan anaknya. 
Atau ada antara keduanya laki-laki dan perempuan , seperti 
saudara laki-laki sekandung dan anaknya dan seperti paman 
sekandung dan anaknya. Atau berhubungan langsung dengan 
pewaris tanpa ada perantaraan, seperti ayah dan anak laki-laki. 
Jadi mereka yang termasuk dalam ahli waris 'asabah bi an-nafsi 
ini adalah mereka yang menjadi asabah tanpa bantuan orang lain. 
42
 
b. asabah bi al-gairi, yaitu yang berkedudukan sebagai waris asabah 
karena ditarik oleh waris asabah lain. Seperti anak perempuan 
ditarik menjadi 'asabah oleh anak laki-laki, cucu perempuan 
ditarik menjadi waris "asabah oleh cucu laki-lakı, saudara 
perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi waris asabah 
oleh saudara laki-laki kandung atau seayah dan sebagainya. 
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c. asabah ma'a al-gairi, yaitu setiap perempuan yang memerlukan 
orang lain untuk menjadikan asabah, tetapi orang lain tersebut 
tidak berserikat dalam menerima ushubah, ia menerima bagian 
menurut fard-nya sendiri. Jumlah asabah hanya dua orang 
perempuan saja dari ahli waris ashabul furudl, yaitu saudara 
kandung dan saudari tunggal seayah dengan syarat-syarat bahwa 
berdampingan dengan seseorang atau beberapa orang anak 
perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki sampai 
betapapun jauh menurunnya dan tidak berdampingan dengan 
saudaranya yang menjadi muashibnya. 
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Ahli waris zawi al-arham yaitu ahlı waris yang mempunyai 
hubungan famili dengan si mayit (pewaris), akan tetapi tidak temasuk 
dalam golongan waris zawi al-furid maupun ahli waris 'asabah Yang 
termasuk golongan ahli waris zawi al-arham antara lain sebagai 
berikut: 
a. Anak dari anak perempuan. 
b. Anak dari saudara perempuan. 
c. Anak perempuan dan saudara laki-laki sekandung maupun 
sebapak. 
d. Anak perempuan dari saudara laki-laki bapak (paman). 
e. Paman seibu (saudara laki-laki bapak seibu). 
f. Paman (saudara laki-laki ibu). 
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g. Bibi (saudara perempuan bapak). 
h. Bibi (saudara perempuan ibu). 
i. Kakek (bapak dari ibu). 
j. Ibu dari bapaknya ibu. 
k. Anak saudara laki-laki seibu.44 
 
 
 
B. Hibah  
1. Pengertian Hibah 
Hibah berasal dari Bahasa Arab yang secara etimologis berarti 
melewatkan atau menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Hibah 
merupakan salah satu contoh akad tabbarru, yaitu akad yang dibuat 
tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (nonprofit), melainkan 
ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Secara istilah hibah 
adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan 
adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian 
itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Hal inilah yang 
membedakan dengan wasiat.
45
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Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian 
suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada 
orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
46
 
Berdasarkan definisi diatas, maka kriteria hibah adalah : 
a) Suatu pemberian. 
b) Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma. 
c) Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup. 
d) Tidak dapat ditarik kembali. 
e) Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), 
karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi. 
Hibah lebih luas cakupannya, yaitu hibah mencakup sedekah dan 
hadiah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain 
(penggantian), sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain 
karena mengharap pahala di akhirat, sedangkan hadiah yaitu 
memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau 
menghormati orang yang menerimanya. Oleh karena itu, setiap 
sedekah dan hadiah itu hibah, dan tidak sebaliknya.
47
 
2. Dasar Hukum Hibah. 
Hibah merupakan salah satu bentuk saling tolong-menolong yang 
sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Dasar hukum hibah, yaitu : 
a) Al-Qur‟an, diantaranya : 
1) QS An-Nisa :4 
                                                 
46
Pasal 171 huruf  (g) Kompilasi Hukum Islam. 
47
Mardani, Hukum…, hlm.126. 
38 
 
  
    
     
   
  
     Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian 
jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 
maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) 
pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 
akibatnya.
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2) QS. Al-Baqarah :177 
   
   
 
  
   
  
 
 
 
  
   
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
   
   
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  
 
     Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat 
itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu 
ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, 
kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya 
kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang 
meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang 
yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang 
yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam 
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); 
dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
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b)  Hadis 
 َءاَسِن َاي : َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها يَّلَص ِللها ُلْوُسَر َلاَق : َلاَق َةَر ْيَرُى ِنْبا ِنَع
 َمِلْسُمْلا)ويلع قفتم( .ٍةاَش نِسِفْوَلَو َاِتَِرَاِلِ ٌةَراَج َّنَرِقَتَْتََلا ِتا  
     Dari Abu Hurairah  r.aia berkata, bersabda Rasulullah saw : 
“Hai perempuan-perempuan muslimat! Janganlah seorang 
tetangga memandang rendah tetangganya walaupun (misalnya 
hanya dengan memberi hadiah) sepotong kuku kambing” 
(Muttafaq „Alaih).50 
 
3. Hukum  Hibah. 
Hibah hukumnya mandub (dianjurkan) sesuai dengan hadis yang 
diriwayatkan oleh Aisyah r.a., bahwasanya Nabi Saw. Bersabda: 
“saling memberi hadiahlah kalian niscaya akan saling mencintai”.51 
Hadiah untuk kerabat dekat lebih utama sesuai dengan hadis yang 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a., dia berkata, Rasulullah 
Saw, bersabda: “orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh 
Allah, maka sayangilah orang yang ada di mula bumi niscaya kalian 
akan disayangi oleh yang ada dilangit, rahim berasal dari kara 
rahman (allah) siapa yang menyambungnya, maka Allah akan 
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menyambungnya dan siapa yang memutuskannya, maka allah akan 
memutusnya”.52 
 
4. Rukun Hibah 
Rukun hibah ada empat, yaitu :  
a) Orang yang Menghibahkan 
Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan 
pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, 
baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus 
memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap 
melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang 
yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap 
orang dan/atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan 
hukum.
53
 
b) Harta yang dihibahkan 
Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala 
macam barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, 
bahkan manfaat atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan. 
Hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu a) barang itu 
nilainya jelas; b) barang itu ada sewaktu terjadi hibah. Oleh 
karena itu, bila buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau 
binatang yang akan lahir, tidak sah untuk dihibahkan; c) barang 
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itu berharga menurut ajaran agama Islam; d) barang itu dapat 
diserahterimakan; e) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah.
54
 
c) Lafaz Hibah (Ijab Qabul) 
Ijab qabul (serah terima) dikalangan ulama mazhab Syafi‟i 
merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka 
menerapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab qabul, 
yaitu : a) sesuai antara qabul dengan ijabnya; b) qabul mengikat 
ijab; dan c) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak 
tergantung) seperti perkataan: aku hibahkan barang ini padamu, 
bila si X datang dari Mekah. Selain itu, hibah pada dasarnya 
adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan 
kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi 
kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, perlu 
ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta 
seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak boleh melebihi 
sepertiga harta peninggalan.
55
 
d) Orang yang Menerima Hibah. 
Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan 
maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang 
dihibahkan kepadanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai 
orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalau masih 
dibawah umur, diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada 
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pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan 
tindakan hukum. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli 
waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun 
nonmuslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.
56
 
5. Syarat Hibah 
a) Syarat orang yang menghibahkan 
Syarat orang yang menghibahkan, yaitu : 
1) Orang yang cakap bertindak hukum; baligh, berakal dan 
cerdas, oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah 
hibahnya, karena mereka termasuk orang yang tidak cakap 
bertindak hukum. Menurut Kompilasi Hukum Islam, untuk 
kepastian hukum maka standar umur orang yang 
menghibahkan adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 
tahun, dan berakal sehat. 
2) Pemilik apa yang dihibahkan. 
3) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. 
4) Tidak ada paksaan. 
5) Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya 
kepada orang lain atau lembaga di hadapan orang saksi untuk 
dimiliki.
57
 
b) Syarat harta yang dihibahkan 
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Syarat harta yang dihibahkan, yaitu : 
a) Benar-benar ada. 
b) Harta yang bernilai. 
c) Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, 
diterima, peredarannya dan kepemilikannya dapat 
berpindah tangan. 
d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan 
wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah 
sehingga menjadi milik baginya. 
e) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk 
umum. Namun Imam Malik, As-syafi‟i, Ahmad, Abu Tsaur 
tidak mensyaratkan demikian, dan menurutnya hibah untuk 
umum yang tidak dibagi-bagi tidak sah.
58
 
c) Syarat Lafaz Hibah (Ijab Qabul) 
Ijab qabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari 
para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau 
penipuan. Pernyataan ijab qabul dapat dilaksanakan baik lisan 
maupun tertulis.
59
 
d) Syarat penerima Hibah 
Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-
benar sudah ada. Sehingga bayi di dalam kandungan tidak 
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diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia 
tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal.
60
 
6. Batasan Hibah 
Pada dasarnya para ulama sepakat dalam hal kebolehan seseorang 
untuk menghibahkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya, apalagi 
hanya sebagian daripadanya. Para ulama juga sepakat bahwa hibah 
yang diberikan kepada saudara dekat jauh lebih diutamakan dari pada 
pemberian kepada orang lain. Namun demikian, tidak berarti 
menghibahkan sesuatu kepada selain kaum atau kerabat tidak 
tergolong ke dalam hal yang baik.
61
 
Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menarik kembali suatu 
pemberian (hibah) yang telah diserahkan adalah haram, sekalipun 
hibah itu terjadi diantara saudara atau suami-isteri. kecuali bila hibah 
itu hibah dari orang tua kepada anaknya, maka penarikan hibah 
tersebut diperbolehkan.
62
  
Kemudian mengenai hibah (pemberian) orang tua kepada anaknya, 
tidak dihalalkan bagi seseorangpun untuk melebihkan sebagian anak-
anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, sebab 
yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutus 
hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah SWT untuk 
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menyambungnya. Karena Rasul Allah Saw pun kurang menyukai 
(mencela) orang tua yang terlalu membeda-bedakan pemberian (hibah) 
kepada anaknya. Sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad bin 
Hambal, Ishaq, al-Tsauri. Thawus dan sebagian ulama dari kalangan 
madzhab Maliki berpendapat bahwa melebihkan pemberian pada anak 
sati dari pada anak yang lain tergolong ke dalam tindakan bathil dan 
curang, dan karenanya patut dituntut pelakunya supaya membatalkan 
pemberiannya itu. Akan tetapi, ada di antara ulama fikih yang 
mebolehkan pembedaan hibah orang tua terhadap sesama anaknya, 
jika pembedaan itu di dasarkan pada alasan-alasan tertentu yang 
dibenarkan. Hanya saja, satu hal yang patut di perhatikan, semua pada 
dasarnya setuju bahwa sikap membeda-bedakan pemberian terhadap 
anak sebagai sesuatu yang kurang dicintai oleh Rasul Allah Saw.
63
 
 
C. Wasiat 
1. Pengertian wasiat 
Wasiat menurut bahasa artinya „menyambungkan‟, berasal dari 
kata washa yasyi, artinya “dia menyambungkan”. Dikatakan demikian 
karena seorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan 
dunianya dengan kebaikan akhiratnya. Wasiat adalah pesan tentang 
suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal 
dunia. 
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Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya 
atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang sehat, artinya 
bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk 
keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi 
wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat berbentuk harta. 
Adakalanya wasiat berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, 
rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.
64
 
 
2. Dasar Hukun Wasiat 
Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam dapat dijumpai 
dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 180 dan surat al-Maidah ayat 
106, sebagai berikut : 
a. Al-Quran 
1) Al-Baqarah ayat 180: 
    
   
   
 
 
   
    
     Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang 
banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara 
ma´ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang 
bertakwa.
65
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2) Al-Maidah ayat 106: 
  
  
   
   
  
    
   
    
  
   
  
  
   
   
    
     
   
    
     Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka 
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di 
antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan 
kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu 
ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah 
sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya 
bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi 
Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang 
sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib 
kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian 
Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk 
orang-orang yang berdosa”.66 
 
b. Hadits  
 َّنِإ َّلَص ِللها ُلْوُسَرى  ٌئيَش َُول ٍمِلْسُم ٍِئرْما ُّقَح اَم : َلَاق َمَّلَس َو ِوْيَلَع ِللها
 َّلاِإ ِْيْ َتَل ْ َيل ُتِْيَبي ِوِْيف يِصْو ُي )ويلع قفتم( ُهَدْنِع ُوُتَّيِصَوَو  
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     Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Tidaklah pantas 
seorang muslim yang mempunyai sesuatu (harta) untuk 
diwasiatkan (orang yang diwasiati) membiarkannya hingga dua 
malam, kecuali wasiatnya itu tertulis.” (Muttafaq „Alaih).67 
 
3. Hukum Wasiat. 
Berdasarkan ketentuan Al-Qur‟an dan beberapa hadits yang menjadi 
dasar hukum wasiat, maka hukum wasiat diatur sebagai berikut:
68
 
a. Wajib  
Berwasiat wajib hukumnya apabila wasiat itu untuk hak-hak 
Allah swt yang dilalaikan oleh pewasiat, misalnya zakat yang 
belum di bayar, kafarat, nadzar, fidyah, puasa, haji, dan lain-lain 
sebagainya atau sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak 
diketahui oleh pewasiat itu sendiri. 
b. Sunnah  
Untuk orang-orang yang tidak menerima pusaka atau untuk 
motif sosial, seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim 
yang bertujuan untuk menambah amal kepada Allah, memberi 
sumbangan rumah-rumah Ibadah, sumbangan kepada kaum kerabat 
yang kekurangan. 
c. Haram  
Berwasiat untuk keperluan maksiat, seperti berwasiat untuk 
mendirikan tempat-tempat perjudian, pelacuran, dan sebagainya. 
d. Makruh  
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Berwasiat kepada keperluan lain-lain dengan wasiat itu mereka 
akan bertambah gila dan tambah melakukan maksiat, misalnya 
berwasiat kepada anak yang ketagihan narkotika untuk membeli 
ganja keperluan anak itu. Apabila dengan wasiat itu dia menjadi 
sembuh, maka menjadi sembuh, maka menjadi sunnah wasiat 
tersebut. 
e. Mubah  
Berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang penghidupan 
mereka dalam kekurangan. 
69
 
4. Rukun dan Syarat Wasiat 
Rukun wasiat adalah sebagai berikut : 
a. Ada orang yang berwasiat, yakni seorang mukallaf yang berhak 
berbuat kebaikan serta berwasiat atas kehendaknya. 
b. Ada yang menerima wasiat (mausilah). Keadaannya hendaklah 
(dengan jalan yang bukan maksiat), baik pada kemaslahatan 
umum, seperti membangun masjid, sekolah, atau kepada 
seseorang yang dipilihnya. 
c. Sesuatu yang diwasiatkan dapat berpindah hak kepemilikannya. 
d. Lafazh (kalimat) wasiat, yaitu kalimat yang dapat dipahami 
wasiat dengan jelas. 
Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. 
Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah,kecuali bila disetujui 
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oleh semua ahli waris yang lain sesudah meninggalnya yang 
berwasiat. 
Demi terjaminya wasiat dikemudian hari, orang yang berwasiat 
hendaknya menjadikan sebagai saksi sekurang-kurangnya dua 
orang yang adil. Wasiat tersebut adalah yang berkaitan dengan 
harta. Ada pula wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan yang 
akan dijalankan sesudah ia meninggal dunia, misalnya seseorang 
berwasiat kepada orang lain supaya menolong mendidik anaknya 
kelak, membayar utangnya, atau mengembalikan barang 
pinjamannya, sesudah si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Hak 
kekuasaan yang bukan berupa harta, tidak sah diwasiatkan, 
umpamanya menikahkan anak perempuannya karena kekuasaan 
wali setelah ia meninggal dunia berpindah kepada wali yang lain 
menurut susunan wali yang telah ditentukan.
70
 
Syarat orang yang diserahi untuk menjalankan wasiat yang 
akhir ada enam, yaitu : 
a. Beragama Islam. Berarti orang yang akan menjalankan 
wasiat itu hendaklahg orang Islam. 
b. Sudah baligh (sampai umur). 
c. Orang yang berakal. 
d. Orang yang merdeka (bukan hamba sahaya). 
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e. Amanah (dapat dipercaya). Cakap untuk menjalankan 
sebagaimana yang dikehendaki oleh yang berwasiat. 
Disyaratkan beberapa syarat tersebut karena penyerahan itu 
merupakan penyerahan tanggung jawab. Oleh karena itu, orang 
yang diserahi wasiat apabila merasa bahwa sifat-sifat yang 
disyaratkan tersebut ada pada dirinya dan dia sanggup 
menjalankannya, hendaklah ia terima wasiat itu. Akan tetapi, kalau 
ia merasa tidak mempunyai sifat-sifat itu, atau kurang kemauan 
dan kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu 
berat, lebih baik tidak diterimana agar wasiat tersebut dapat 
diserahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan tersebut tidak sia-
sia.
71
 
 
5. Batalnya wasiat.  
Wasiat menjadi batal apabila: 
a. Calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena: 
1) Dipersilahkan telah membunuh atau mencoba membunuh 
atau menganiaya berat pada pewasiat. 
2) Dipersilahkan secara menfitnah telah mengajukan 
pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu 
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kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun 
penjara atau hukuman yang lebih berat. 
3) Dipersilahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah 
pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah 
wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat. 
4) Dipersilahkan telah menggelapkan atau merusak atau 
memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
72
 
b. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk 
menerima wasiat itu: 
1) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia 
meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat; 
2) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk 
menerimanya; 
3) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah 
menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal 
sebelum meninggalnya pewasiat. 
c. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan 
musnah.
73
 
6. Batasan Wasiat 
Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertigga dari harta warisan, 
manakala terdapat ahli waris. Adapun jika melebihi sepertiga harta 
warisan, menurut kesepakatan seluruh madzhab dibutuhkan izin dari 
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para ahli waris. Jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku. Akan 
tetapi, jika mneolak, wasiat itu batal. Jika sebagian dari mereka 
mengizinkan, sedang sebagian lainnya tidak, kelebihan dari sepertiga 
itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan.
74
 
Mahzab Imamiyah mengatakan bahwa jika para ahli waris telah 
memberi izin, mereka berhak menarik kembali izin mereka, baik izin 
itu diberikan saat pemberi wasiat masih hidup maupunsesudah 
meninggal. mahzab Hanafi, Syafi'i, dan Hmabali mengatakan bahwa 
penolakan ataupun izin hanya berlaku sesudah meninggalnya pemberi 
wasiat. Jika mereka memberikan izin ketika dan menolak masih hidup, 
kemudian berbalik pikiran melakukannya setelah pemberi wasiat 
meninggal, mereka berhak melakukan itu, baik izin itu mereka berikan 
ketika pemberi wasiat berada dalam keadaan sehat ataupun ketika 
sakit. Dan madzhab Imamiyah, Hanafi, Maliki mengatakan bahwa izin 
yang diberikan oleh ahli waris bagi kelebihan dari sepertiga harta waris 
merupakan persetujuan atas tindakan si pemberi wasiat, bukan sebagai 
hibah dari ahli waris kepada si penerima wasiat. Jadi ia tidak 
memerlukan serah terima. Hukum-hukum hibah tidak berlaku untuk 
wasiat.
75
 
Terdapat perbedaan pendapat mengenai orang yang mewasiatkan 
seluruh hartanya, sedangkan dia tidak mempunyai ahli waris. Imam 
Malik mengatakan bahwa wasiat hanya boleh maksimal sepertiga 
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hartanya, sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh 
seluruhnya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mempunyai dua pendapat, 
sedangkan madzhab Imamiyyah juga mempunyai dua pendapat, tetapi 
yang lebih sahih adalah boleh. 
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Semua madzhab sepakat bahwa tidak boleh dilaksanakan 
pewarisan ataupun wasiat sebelum utang-utang si pemberi wasiat 
dilunasi atau dibebaskan dari beban utang. Jadi jumlah sepertiga harta 
warisan yang dikeluarkan untuk wasiat itu tidak termasuk utang. Akan 
tetapi, mereka berselisih pendapat mengenai saat penghitungan kadar 
sepertiga itu, apakah sepertiga pada saat wafatnya si pemberi wasiat, 
ataukah pada saat pembagian harta warisan.
77
 
Madzhab Hanafi mengatakan bahwa jumlah sepertiga itu dihitung 
pada saat pembagian harta warisan. Jadi, setiap tambahan ataupun 
kekurangan yang menimpa harta peninggalan si pemberi wasiat juga 
berdampak pada para ahli waris dan penerima wasiat. Sebagian 
pengikut Hambali dan Maliki setuju dengan pendapat ini Madzhab 
Syafi'i mengatakan bahwa jumlah sepertiga itu dihitung wasiat 
Sedangkan madzhab Imamiyah pada saat wafatnya si pemberi wasiat 
mengatakan bahwa sepertiga itu dihitung pada saat pembagian harta 
warisan apabila harta itu masuk dalam miliknya setelah ia meninggal.
78
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Keadaan Geografis Dan Demografis Desa Geneng 
1. Keadaan Geografis Desa Geneng 
Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 
terletak di arah Selatan dari Ibu Kota Kecamatan Miri dengan batas 
wilayah antara lain : 
Sebelah Utara : Desa Jeruk 
Sebelah Timur : Desa Kaloran 
Sebelah Selatan : Desa Wonorejo (Kalijambe) 
Sebelah Barat : Kecamatan Andong (Boyolali) 
Luas wilayah Desa Geneng yaitu 303 Ha dengan penggunaan lahan 
sebagai berikut :  
Tanah Sawah : 165.2800 Ha 
Tanah Kering : 55.230 Ha 
Pekarangan    : 60.200 Ha
79
 
 
 Pembagian wilayah administrasi pada Desa Geneng yaitu pusat 
kota / kelurahan terletak pada Desa Geneng, dengan jumlah dusun 
sebanyak 10 dusun dan 21 Rukun Tetangga (RT). 
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2. Keadaan Demografis Desa Geneng. 
a. Luas Daerah (wilayah) Desa Geneng 
Letak topografi Desa Geneng yaitu, ketinggian tempat 115 
meter diatas permukaan laut, dengan curah hujan 1.397 mm, 
hari hujan 50 hari/tahun. Memilikis sifat tanah hitam kering 
dengan potensi tanah pertanian lahan kering (tadah hujan).
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b. Kependudukan  
Menurut data demografi di Desa Geneng bahwa jumlah 
penduduknya adalah ±3.218 jiwa. Jumlah penduduk desa ini 
dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya.
81
 
1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
1.584 1.634 3.218 
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
2) Jumlah penduduk menurut usia82 
Usia Jumlah Penduduk 
 Laki-Laki Perempuan 
Umur 0 s/d 4 
tahun 
127 106 
Umur 5 s/d 9 
tahun  
132 138 
Umur 10 s/d 14 
tahun 
138 121 
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Umur 15 s/d 19 
tahun 
116 117 
Umur 20 s/d 24 
tahun 
108 82 
Umur 25 s/d 29 
tahun 
90 88 
Umur 30 s/d 34 
tahun 
95 116 
Umur 35s/d 39 
tahun 
122 127 
Umur 40 s/d 49 
tahun 
121 128 
Umur 50 s/d 54 
tahun 
88 102 
Umur 55 s/d 59 
tahun 
87 82 
Umur 60 s/d 64 
tahun 
88 88 
Umur 65 s/d 69 
tahun 
49 58 
Umur 70 s/d 74 
tahun 
41 54 
Umur 75 tahun 
keatas 
45 91 
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Usia 
c. Mata pencaharian penduduk 
Sebagai daerah beriklim tropsi, penduduk Desa Geneng 
menempatkan pertanian sebagai salah satu mata 
pencahariannya. Lahan pertanian di Desa Geneng terbagi atas 
dua yaitu lahan pertanian sawah dan lahan pertanian non 
sawah. 
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Penduduk Desa Geneng biasanya menanam padi pada 
musim hujan, kemudian menanam kacang tanah dan jagung 
dan tanaman palawija lainnya pada musim kemarau.
83
 
d. Pendidikan  
Di wilayah Desa Geneng terdapat lembaga pendidikan baik 
yang negeri maupun swasta, itupun hanya tingkat pendidikan 
kanak-kanak dan dasar. Walaupun hanya tingkat pendidikan 
kanak-kanak dan dasar, hal ini menunjukkan bahwa untuk 
sektor pendidikan mendapat perhatian khusus dari pemerintah 
desa setempat, mengingat bidang pendidikan ini mutlak 
diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya 
akan memperngaruhi pula terhadap tingkat tinggi rendahnya 
taraf kehidupan dan pola pikir masyarakat. Lembaga 
pendidikan tersebut terdiri dari :
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No Jenis 
pendidikan 
Gedung Guru Murid 
buah orang Orang 
1 Taman 
kanak-kanak 
- - - 
2 SD/Madrasah 2 20 176 
3 SMP - - - 
4 SMA - - - 
5 Akademi - - - 
                                                 
83Koordinator Statistik Kecamatan Miri, Statistik Daerah Kecamatan Miri Tahun 
2015, (Sragen: Kerjasama BAPPEDA dengan Badan Pusat Statistik), 2015, hlm. 40. 
84Koordinator Statistik Kecamatan Miri, Statistik Daerah Kecamatan Miri Tahun 
2015, (Sragen: Kerjasama BAPPEDA dengan Badan Pusat Statistik), 2015, hlm. 43. 
59 
 
6 PT - - - 
Tabel Sarana Pendidikan 
Tabel Penduduk Usia Sekolah SD, SMP, SMA dan 
Perguruan Tinggi
85
 
No JenisPendidikan JumlahPenduduk 
Laki-laki Perempuan 
1 Sekolah Dasar 208 202 
2 Sekolah Menengah 
Pertama 
112 105 
3 Sekolah Menengah Atas 101 103 
4 Perguruan Tinggi 136 124 
 
e. Keagamaan  
Dari jumlah penduduk  kurang lebih , ternyata mayoritas 
penduduknya memeluk agama Islam. Tempat ibadah yang 
terdapat di Desa Geneng ini dapat dipastikan adalah masjid dan 
musholla. Pada tabel berikut diperlihatkan jumlah penduduk 
dan agama yang dianut serta tempat peribadatan yang ada di 
wilayah Desa Geneng adalah sebagai berikut:
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No Pemeluk Agama Jumlah 
1 Islam 3.207 
2 Kristen 5 
3 Katholik 6 
4 Hindu - 
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5 Budha - 
6 Konghucu - 
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama  
No Sarana Peribadatan Jumlah 
1 Masjid 8 
2 Musholla 7 
3 Gereja - 
4 Vihara - 
5 Pura - 
6 Klentheng - 
Tabel Sarana Peribadatan 
Bapak Mardi selaku pengurus masjid di Dusun Pelem, 
mengemukakan bahwa pada umumnya Desa Geneng terdapat 
beberapa organisasi keagamaan, akan tetapi yang lebih 
dominan dalam masyarakat adalah Nadhatul Ulama. 
Keberadaan masjid dan musholla pada umumnya mempunyai 
kegiatan rutin yang berkaitan dengan keagamaan. Begitu juga 
yang terjadi di Desa Geneng masjid dan musholla difungsikan 
untuk kegiataan keagamaan, seperti pengajian yang 
mendatangkan mubaligh lokal maupun dari luar daerah pada 
hari-hari tertentu. Sedangkan kegiatan setiap hari pada sore 
harinya adalah TPA, yaitu murid membaca Al-Qur‟an 
dihadapan seorang guru untuk mengevaluasi kebenaran cara 
membaca. 
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Untuk menunjang kegiatan dalam keagamaan maka di 
wilayah Desa Geneng berjalan secara rutin baik pengajian yang 
bersifat umum, pengajian bapak-bapak maupun ibu-ibu. Bentuk 
kegiatan diwujudkan berupa rutinan setiap malam jum‟at yaitu 
tahlilan, yasinan, maupun kenduri untuk selametan. 
Pada bulan Ramadhan juga ada kegiatan yang berlangsung 
dengan baik seperti kegiatan pada malam hari, suasana 
dimeriahkan oleh masyarakat yang berbondong-bondong ke 
masjid atau musholla untuk melaksanakan shalat tarawih, 
tadarus al-Qur‟an, pengajian setiap selesai shalat tarawih serta 
pengajian atau kultum menjelang buka puasa bersama, dan 
kegiatan ini hampir terdapat di seluruh masjid maupun 
musholla Desa Geneng.
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Mengenai tokoh agama pada Desa Geneng, setiap dusun 
atau bahkan setiap Rukun Tetangga (RT) memiliki satu atau 
bahkan lebih. Tokoh agama pada Desa Geneng biasanya adalah 
yang lulusan pondok atau biasanya mereka mengerti betul 
mengenai syariat Islam. Bahkan tokoh agama tersebut biasanya 
selalu mempimpin acara keagamaan pada masyarakat Desa 
Geneng, contohnya : yasinan rutin, tahlilan, kenduri atau 
selametan.  
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Pemahaman agama pada masyarakat Desa Geneng pada 
saat ini masih kurang, karena pada dasarnya masyarakat hanya 
mengikuti tradisi yang dilakukan oleh orang tua mereka semasa 
hidupnya, contohnya dalam hal pembagian harta tersebut. 
Tetapi, sebagian masyarakat sudah ada yang memahami syariat 
Islam walaupun tidak sepenuhnya mereka mengerti. Biasanya 
masyarakat meminta bantuan kepada tokoh agama untuk 
mengetahui bagaimana hukum Islam yang benar. 
 
B. Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal 
1. Bapak Naryo. 
Bapak Naryo
88
 adalah warga Dukuh Kedung Waru RT 18 desa 
Geneng beliau memiliki dua orang anak perempuan. Kedua anak 
Bapak Naryo sudah memiliki suami dan anak. Semasa hidupnya, 
Bapak Naryo membagikan hartanya kepada anaknya. Menurutnya, 
warga Desa Geneng banyak yang membagikan hartanya ketika masih 
hidup. Hal tersebut sudah dimulai sejak dulu atau dengan kata lain 
mengikuti tradisi orang terdahulu. Tetapi, Bapak Naryo membagikan 
hartanya hanya kepada anak keduanya saja. Bukan kepada kedua 
anaknya secara rata.  
Harta yang dibagikan kepada anak keduanya yaitu berupa tanah 
dengan luas ±1.400 m² anak pertama Bapak Naryo terkejut ketika 
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ditelfon oleh adiknya yang membahas tentang pembagian harta 
tersebut. Bapak Naryo hanya melakukan pembagian harta tersebut 
dengan anak keduanya saja tanpa sepengetahuan anak pertama. Anak 
pertama tersebut ditelfon guna menanda tangani berkas di notaris 
tentang tanah tersebut. Anak pertama Bapak Naryo sempat meminta 
haknya kepada ayahnya tersebut, tetapi ayahnya tidak memberikan 
haknya kepada anak pertama tersebut. Ketika proses pembagian harta 
tersebut selesai, anak kedua yang diberi harta oleh ayahnya tersebut 
tidak merawat orang tuanya dengan sebagai mana mestinya. Justru, 
anak pertamanya yang merawat orang tuanya. Hal tersebut 
menimbulkan permasalahan antara dua saudaranya, yaitu anak 
pertama dengan anak kedua Bapak Naryo. Ketika permasalahan itu 
muncul, kemudian ayah beliau memanggil kedua anaknya guna 
menyelesaikan permasalahan ini. Mereka bermusyawarah untuk 
mendapatkan titik terang dengan membawa seorang pejabat akta 
tanah.
89
 
“Ketika musyawarah di depan pejabat tanah itu, akhirnya saya 
memutuskan saya tetap memberikan tanah seluas ±1.400 m² kepada 
anak kedua saya mbak. Tapi tanah saya kan masih, nanti kalau saya 
meninggal tanah tersebut akan saya berikan kepada anak pertama 
saya. Karena anak pertama saya yang sudah merawat saya. Jadi 
nanti bagiannya bisa dibilang sudah adil, walaupun nanti bagian 
anak pertama saya agak sedikit lebih banyak dari pada anak kedua 
saya”. Kata Bapak Naryo. 
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2. Bapak Tarso. 
Bapak Tarso adalah warga Dukuh Lemah Putih RT 04, Desa 
Geneng. Bapak Tarso memiliki 6 orang anak 2 laki-laki dan 4 
perempuan. Bapak Tarso memiliki luas tanah secara keseluruhan ± 38 
m x 15 m, dan merencanakan akan membagikan kepada 4 orang 
anaknya. Karena satu anak laki-laki tidak meminta bagian dari beliau, 
kemudian beliau mengumpulkan seluruh anaknya dan berencana 
membagi tanahnya ± 7 m x 15 m untuk satu anak laki-lakinya dan tiga 
anak perempuannya. Anak terakhir dari Bapak Tarso diberikan tanah 
dengan luas ± 10 m x 15 m dengan alasan anak terakhir dari beliau 
yang telah merawat beliau dan memiliki ekonomi yang kurang mapan 
dari pada keempat anak lainnya.  
“Maksudnya begini mbak, saya memberikan bagian yang beda 
kepada anak saya yang terakhir karena anak saya itu tidak minta 
bagian kepada saya. Karena saya juga tinggal sama anak terakhir 
saya. Jadi statusnya tanah ini masih milik saya. Nanti kalau saya 
sudah meninggal baru tanah ini jadi milik anak saya yang terakhir”. 
Kata Bapak Tarso. 
 
Dengan hal tersebut, salah satu anak perempuan Bapak Tarso 
merasa iri dan tidak terima kalau pembagian harta tersebut berbeda 
dengan anak-anak yang lainnya. Dan akhirnya menimbulkan 
permasalahan antara Bapak Tarso selaku orang tua dan anaknya 
sendiri. Dengan adanya permasalahan ini, Bapak Tarso berinisiatif 
untuk musyawarah lagi guna membahas permasalahan ini. Akhirnya 
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para anggota keluarga setuju untuk menerima bagian yang telah 
ditetapkan atau diberikan oleh Bapak Tarso.
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3. Bapak Ahmad. 
Bapak Ahmad adalah warga Dukuh Geneng RT 07, Desa Geneng. 
Bapak Ahmad memiliki 7 orang anak, diantaranya 6 anak perempuan 
dan 1 anak laki-laki. Bapak Kirin membagikan harta kepada anaknya 
ketika hidup, dan beranggapan membagikan hartanya sebagai harta 
warisan.  
Luas tanah secara keseluruhan yang dimiliki Bapak Ahmad yaitu 
±5.000m². Pembagian hartanya yaitu anak laki-laki mendapatkan 
setengah dari luas tanah yaitu ±2.500 m² dan setengahnya lagi dibagi 6 
orang anak perempuan, yaitu sekitar ±460 m² untuk bagian 
perorangnya. Setelah pembagian harta tersebut selesai, salah satu 
anggota keluarganya merasa tidak terima dengan bagiannya. Maka 
salah satu anak tersebut meminta untuk membagikan ulang atau 
meminta dibagi dengan adil untuk dibagi sama rata dan mengancam 
akan mengasuskan permasalahan ini ke jalur hukum.  
Dengan adanya permasalahan tersebut, salah satu saudara 
berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan ini di Balai Desa 
dengan bapak Kepala Desa dan disaksikan oleh pejabat desa lainnya. 
Akhirnya, permasalahan tersebut menemui titik terang, dengan bagian 
tetap sesuai dengan yang di tentukan oleh Bapak Ahmad dan sanak 
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saudaranya secara bergantian dapat menanami tanaman ± sepertiga 
dari lahan persawahan tersebut. 
91
 
Bapak Ahmad berkata “Nanti 6 anak perempuan saya bisa nanam 
kebutuhan pokok setiap tahunnya secara bergantian mbak, biasanya 
kan tiap tahun nanamnya padi, kacang tanah, sama jagung. Nanti 
bisa gantian sama yang lainnya, tapi cuma sepertiga dari tanah yang 
saya berikan kepada anak laki-laki saya mbak”.  
 
4. Bapak Saryadi. 
Bapak Saryadi adalah warga Dukuh Blumbang RT 09, Desa 
Geneng. Bapak Saryadi memiliki 2 saudara yaitu satu laki-laki dan 
satu perempuan. Ketika orang tua Bapak Saryadi masih hidup, beliau 
membagikan hartanya kepada anak-anak beliau dengan cara 
mengumpulkan ketiga anaknya dan kemudian dibagikan. Darman, 
selaku orang tua Bapak Saryadi membagikan hartanya berupa tanah 
dengan luas keseluruhan ± 2.145 m². Beliau mendapatkan tanah 
tersebut dari orang tuanya, dan orang tua Bapak Saryadi juga 
membagikan hartanya tersebut ketika masih hidup.  
Membagikan harta sebelum meninggal tersebut sudah menjadi 
turun temurun antara anggota keluarganya. Kemudian keseluruhan 
tanah tersebut dibagi ketiga orang anaknya dengan perolehan setiap 
orang mendapat ± 715 m².  
“Waktu itu orang tua saya ngomong mbak, kalau beliau 
memberikan hartanya dibagi sama rata antara ketiga anaknya. Kalau 
nanti salah satu pihak ada yang merasa kurang terima akan 
bagiannya tersebut, anaknya tidak boleh ada yang membenci satu 
sama lain”. Kata Bapak Saryadi. 
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Ternyata hal tersebut benar terjadi, ketika Bapak Darman 
meninggal adik laki-laki Bapak Saryadi meminta agar bagian tersebut 
diulangi untuk dibagikan. Karena adiknya berfikir bahwa anak laki-
laki itu harus memiliki bagian yang lebih tinggi dari anak perempuan. 
Akhirnya, Bapak Saryadi berinisiatif untuk memberikan sedikit 
bagiannya kepada adik laki-lakinya tersebut.
92
 
5. Bapak Ngatimo. 
Bapak Ngatimo adalah warga Dukuh Karang RT 05, Desa Geneng. 
Bapak Ngatimo memiliki 1 saudara laki-laki (Bapak Kamijan) yang 
sudah berkeluarga. Ibu Tuminah selaku ibu dari Bapak Ngatimo 
membagikan hartanya ketika masih hidup dengan harapan diwariskan 
untuk kedua anaknya. Ibu Tuminah memberikan harta kepada 
anaknya yaitu berupa tanah dengan luas secara keseluruhan ± 1.800 
m² yang kemudian dibagi untuk kedua anaknya sehingga bagian 
perorang yaitu sekitar ± 900 m².  
Ketika tanah tersebut sudah dibagikan, Bapak Ngatimo berpesan 
kepada anaknya (cucu Ibu Tuminah) akan memberikan harta tersebut 
ketika Bapak Ngatimo sudah tidak dapat mengelola tanah tersebut. 
Tetapi, anak Bapak Ngatimo justru meminta tanah tersebut dan akan 
mengelolanya. Akhirnya Bapak Ngatimo memberikan tanah tersebut 
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keanaknya, setelah tanah tersebut diberikan anak Bapak Ngatimo 
justru tidak merawat beliau dengan baik. 
“Waktu itu adik saya sudah memarahi saya mbak, katanya masih 
hidup kok sudah berpesan mau memberikan tanahnya ke anaknya. 
Saya tetep memberikan, nanti takutnya gak akur sama anak. Setelah 
tanahnya saya berikan, saya malah tidak dirawat sama anak saya”. 
Kata Bapak Ngatimo.
93
 
 
6. Bapak Purwanto. 
Bapak Purwanto adalah warga Dukuh Pelem RT 12, Desa Geneng. 
Bapak Purwanto memiliki dua anak, satu anak perempuan dan satu 
anak laki-laki yang sudah berkeluarga. Ketika pembagian Harta waris 
dari orang tua (buyut) Bapak Pur berlangsung dan sudah mendapatkan 
bagian masing-masing, Bapak Purwanto memberikan harta tersebut ke 
pada anak-anaknya (cucu). Harta yang dibagikan yaitu tanah dengan 
luas secara keseluruhan yaitu ± 1.620. Dari tanah keseluruhan tersebut 
dibagi dua untuk anak-anaknya. Jadi satu orang anak mendapatkan 
bagian tanah dengan luas  ± 810 m².  
Setelah harta tersebut dibagikan, Bapak Purwanto memiliki 
permasalahan dengan anak laki-lakinya. Yang semula Bapak Pur 
tinggal serumah dengan anak laki-lakinya, sekarang rumah tersebut 
diberi sekat sehingga memberikan jarak antara anak laki-lakinya 
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dengan Bapak Purwanto. Bahkan sering terjadi pertengkaran antara 
beliau dengan anak laki-lakinya tersebut. 
94
 
“Sebelum saya membagikan tanah saya mbak, saya tinggalnya 
sama anak saya serumah. Tapi pas saya sudah membagikan tanah 
saya, anak laki-laki saya malah menyekat rumahnya. Jadi saya 
tinggal terpisah dengan anak saya, saya tinggal di depan dan anak 
saya tinggal dibelakang”. Kata Bapak Purwanto. 
 
Dengan adanya permasalahan ini, salah satu kerabat mendatangi 
rumah anaknya tersebut guna menyampaikan bahwa yang saudaranya 
lakukan ini adalah perbuatan yang salah dan tidak sopan. Berkat 
saudara tersebut, Bapak Purwanto dengan anaknya bermusyawarah 
secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh kerabatnya tersebut. 
Sehingga menemukan titik terang, bahwa rumah tersebut tidak jadi 
disekat dan akan merawat beliau dengan sebagaimana mestinya. 
Jadi penyusun menarik  kesimpulan mengenai bagian dan alasan orang tua 
membagikan harta kepada anaknya dalam tabel berikut ini : 
No  Nama  Bagian yang diterima 
ahli waris 
Alasan ahli waris 
membagikannya 
1 Bapak Naryo Hanya memberikan 
hartanya kepada anak 
keduanya saja, 
sedangkan anak 
pertama tidak. Harta 
yang dibagikan yaitu 
tanah sebesar ±1.400 
m² 
Karena anak kedua yang 
merawat orang tua. Jadi, 
tanah tersebut diberikan 
sebagai modal untuk 
kehidupan sehari-hari. 
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2 Bapak Tarso 6 orang anak, keempat 
anaknya mendapat 
bagian ±7 m x 15 m, 
anak terakhir 
mendapat ±10 m x 15 
m. Salah satu anak 
tidak meminta bagian. 
Alasan diberikan bagian 
yang sedikit berbeda 
kepada anak terakhir 
adalah karena anak 
terakhir yang merawat 
orang tuanya, dan 
keadaan ekonominya 
kurang mapan daripada 
anak yang lainnya. 
3  Bapak Ahmad 7 orang anak, 1 anak 
laki-laki dan 6 anak 
perempuan. Anak 
laki-laki mendapat 
±2.500 m² sedangkan 
anak perempuan 
mendapat ±460 m². 
Alasan diberikan bagian 
tersebut adalah menurut 
orang tuanya anak laki-
laki harus mendapat 
bagian yang lebih 
daripada anak perempuan 
lainnya karena dulu anak 
laki-lakinya yang telah 
bekerja keras membantu 
mencari nafkah dan 
membiayai adik-adiknya 
sekolah. 
4 Bapak Saryadi 3 orang anak, setiap 
orangnya mendapat 
bagian ± 715 m². 
Alasan diberikan bagian 
tersebut karena orang tua 
harus bersikap adil 
kepada anak-anaknya 
tanpa membedakan satu 
sama lain. 
5 Bapak Ngatimo 2 orang anak, setiap 
anaknya mendapat 
bagian ± 900 m². 
Alasan diberikan bagian 
tersebut karena 
mengikuti orang tuanya 
terdahulu yang juga 
membagikan hartanya 
sama rata kepada anak-
anaknya. 
6 Bapak Purwanto 2 orang anak, setiap 
orang anak mendapat 
bagian ± 810 m². 
Alasan diberikan bagian 
tersebut karena orang tua 
menerapkan cara 
pembagian dum dum 
kupat. 
Sumber : Data diperoleh dari wawancara terhadap informan. 
1 
BAB IV 
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL 
A. Analisis Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal 
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 
pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 
bagiannya masing-masing.
95
 Disisi lain, hukum kewarisan adalah hukum 
yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, 
penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya
96
 
Sebagaimana diuraikan bahwa, waris adalah perpindahan hak dari si mayit 
kepada ahli warisnya biasanya berupa harta peninggalan yang berupa 
uang, tanah, rumah, bahkan aset-aset berharga lain-lainnya Walaupun 
pemberian tersebut berbeda-beda waktunya, ada yang langsung dibagi 
ketika selesai pemakaman ada yang menunggu dengan jangka waktu yang 
ditentukan. Akan tetapi, tentang jangka waktu pembagian bukan menjadi 
permasalah di hukum waris, karena dikatakan waris apabila si pemilik 
harta awal sudah meninggal dunia dan jatuh kepada ahli warisnya. 
Kasus pembagian harta yang dilakukan masyarakat, sebenarnya 
bukan merupakan pembagian harta waris. Melainkan adalah hibah, karena 
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membagikan harta waris itu salah satu asasnya adalah si pewaris telah 
meninggal dunia. 
 Dikatakan hibah karena pada dasarnya masyarakat membagikan 
hartanya ketika masih hidup, dan ditujukan tidak untuk mencari 
keuntungan. Secara istilah juga, hibah tersebut merupakan pemberian 
secara sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak 
penerima. Hal tersebut juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, 
antara lain sebagai berikut : 
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa 
imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk 
dimiliki.
97
 Jadi, dalam hal ini orang tua secara suka rela memberikan 
hartanya semasa hidupnya tanpa meminta imbalan apapun dan bertujuan 
sebagai bekal untuk anaknya kelak di masa depan atau dapat dikatakan 
sebagai modal dalam menjalani hidupnya kelak. 
Dasar pembagian harta sebelum pewaris meninggal menurut 
masyarakat Desa Geneng adalah pewaris atau orang tua beranggapan 
bahwa tujuannya jika nanti pewaris meninggal dunia, ahli waris atau anak-
anaknya tidak akan bertengkar dengan saudaranya yang lain karena telah 
mengetahui bagian-bagian yang sudah diberikan oleh orang tua (pewaris). 
Jadi, ketika nanti pewaris meninggal dunia, hanya menyisakan sedikit 
hartanya untuk biaya perawatan jenazah, dan jika nanti hartanya masih 
sisa bisa dibagikan kepada anak-anaknya. 
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Kemudian mengenai faktor-faktor pembagian harta sebelum 
pewaris meninggal di wilayah Desa Geneng, menunjukkan adanya 
beberapa faktor yang menyebabkan kurang adanya kesadaran masyarakat 
untuk melaksanakan permbagian harta sesuai hukum Islam dan lebih 
cenderung melaksanakan pembagian harta sesuai dengan apa yang di 
lakukan para pendahulu mereka. penulis menyimpulkan faktor-faktor yang 
terjadi dimasyarakat Desa Geneng, antara lain :  
1. Masyarakat belum mengerti mengenai pembagian harta yang benar 
secara Islam, dalam praktiknya masyarakat belum paham atau belum 
dapat membedakan antara harta waris, hibah, dan wasiat. Karena 
mereka hanya mengikuti tradisi yang dilakukan pada orang tuanya 
yang diturunkan atau di wariskan kepada anak-anaknya. Hal ini 
dimungkinkan mengingat pengaruh kebiasaan telah berlaku secara 
turun temurun sejak pendahulu mereka. Termasuk tentang tata cara 
pelaksanaan pembagian harta, mereka hanya melakukan hal yang 
sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu mereka. 
2. Kurang adanya sosialisasi dari pihak-pihak yang mengetahui jelas 
tentang pembagian harta tersebut, kurangnya sosialisasi dari pihak 
yang paham akan pembagian harta tersebut menjadikan masyarakat 
membagikan hartanya sesuai dengan tradisi dari nenek moyang atau 
turun-temurun dari orang tua ke anaknya. Bahkan masalah bagiannya 
tersebut, dibagi sesuai dengan kehendak orang tua masing-masing. 
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3. Pembagian dengan cara tersebut sebenarnya bertujuan untuk 
meminimalisir terjadinya permasalahan antara ahli waris dengan 
pewaris, bahkan jika ada permasalahanpun orang tua dan ahli 
warisnya bermusyawarah lagi untuk menentukan titik terang, 
merekapun juga bisa meminta tolong dengan orang yang paham akan 
pembagian tersebut atau datang ke kelurahan untuk menyelesaikan 
permasalahan tersebut. 
Apabila dihadapkan pada permasalahan-permasalahan tersebut, 
maka sebagai seorang muslim yang sadar akan kewajiban dan keharusan 
melaksanakan hukum-hukum Allah Swt, tentu saja akan berusaha 
membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan hukum Islam. 
Hanya saja, permasalahan yang dihadapkan di wilayah ini dapat dikatakan 
begitu rumit. Selain dihadapkan dengan permasalahan masih minimnya 
tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang ajaran Islam, 
khususnya yang menyangkut masalah pembagian harta, juga dihadapkan 
dengan permasalahan masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk 
mempelajari lebih jauh tentang ajaran-ajaran Islam tersebut. 
Dengan demikian apabila dihadapkan permasalahan seperti 
tersebut di atas, bagi siapa saja yang ingin melakukan perbaikan terhadap 
permasalahan tersebut, maka dituntut dapat bersikap dan berlaku arif. 
Artinya, dalam menghadapi permasalahan tersebut tidak dibenarkan kita 
dengan serta merta memaksakan kehendak begitu saja agar hukum Islam 
dilaksanakan dengan semurni mungkin, sehingga semua aturan di luar 
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aturan hukum Islam harus dirombak dan dikesampingkan. Tentu bukan 
merupakan sikap atau tindakan yang pantas untuk menghadapi 
permasalahan tersebut. 
Mengingat kebiasaan mereka telah begitu melekat pada diri atau 
perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya mengenai tata cara pembagian 
harta, untuk memasukkan aturan hukum Islam di dalamnya, maka harus 
ditempuh dengan jalan yang sebaik-baiknya, yang sesuai dengan keadaan 
masyarakat.  
Karena pada dasarnya tujuan disyari‟atkannya hukum Islam adalah 
untuk memelihaara kemaslahatan, dan sekaligus menghindari kerusakan 
baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang 
diatur dalam al-Qur‟an dan Hadist maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, 
haruslah bertolak pada tujuan tersebut. Demikian halnya dalam masalah 
peralihan harta, ketika masalaha seperti itu terjadi maka sebaiknya 
diselesaikan dengan melihat kepada kepentingan umum atau bersama. Hal 
ini didasarkan pada Kaidah Fiqhyyah : 
 ِدَسَافَوْلاُءْر َد  َلَع ٌم ََّدقُه ِِحلاَصَوْلا ِبْلَج ى  
Menghindarkan mudharat (bahaya) harus didahulkan atas mencari 
maslahat / kebaikan. 
Alasan masyarakat di Desa Geneng membagikan hartanya sebelum 
pewaris meninggal, jika penulis menyimpulkan adalah yang pertama: para 
pewaris membagikan hartanya dengan tujuan untuk menambah silaturahmi 
atau menambah tali persaudaraan antara orang tua selaku pewaris dan 
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anak-anaknya atau ahli warisnya, kedua: ketika pewaris telah membagikan 
hartanya, hal tersebut merupakan bekal bagi anak-anaknya untuk hidup 
mandiri dan dapat memberikan tambahan ekonomi, ketiga: pembagian 
harta tersebut bertujuan untuk mengurangi persilisihan jika nanti 
pewarisnya meninggal, karena anak-anaknya atau ahli warisnya sudah 
mengetahui bagian masing-masing. 
Mengenai pemberian harta benda semasa hidup tersebut tentunya 
merupakan suatu bentuk fenomena sosial yang lazim terjadi di kalangan 
masyarakat adat pada umumnya, khususnya dalam lingkungan masyarakat 
parental seperti pada masyarakat di Desa Geneng ini. Dalam kebiasaan di 
Desa Geneng, pewaris adalah anak laki-laki dan anak perempuan yang 
merupakan ahli waris dari orang tuanya. Hal tersebut didasarkan pada 
prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi-bagi 
harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orang tua 
tanpa membeda-bedakan bentuk kasih sayangnya kepada anak-anaknya. 
Dalam hal ini, orang tua membagikan hartanya sesuai dengan kehendak 
mereka tanpa melihat dari sisi syariat Islam. Jika dilihat dalam tradisi 
masyarakat sebenarnya juga menggunakan cara sepikul segendong, yang 
artinya kata sapikul sagendhongan berarti satu pikul satu gendongan. 
Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian 
warisan dua (sapikul) berbanding satu (sagendhongan) dengan perempuan. 
Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam 
pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di 
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belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia 
letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Jadi 
maksudnya adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada 
anak perempuan, sama dengan halnya pembagian secara Islam yaitu 2:1. 
Tetapi masyarakat justru lebih nyaman membagikan hartanya 
dengan cara kekeluargaan atau sesuai kehendak orang tuanya dengan 
melebihkan sedikit bagian anak karena memiliki alasan tertentu, atau 
justru masyarakat membagikan hartanya menggunakan cara dum dum 
kupat atau sigar semangka dimana bagian anak laki-laki dan perempuan 
sama dan seimbang dalam memberikan hak bagi anak laki-laki dan 
perempuan karena mereka beranggapan semua anak adalah sama.  
Penyusun akan menjelaskan tentang orang-orang yang  menerima 
pembagian harta, mengenai penerimaan hibah, maka pada dasarnya setiap 
orang berhak untuk menerima hibah, tidak ada persyaratan apapun baik 
yang berkenaan dengan usia, agama, maupun jenis kelamin. Tetapi, yang 
perlu dicatat adalah penerima hibah harus ada pada saat membagikan atau 
memberikan hibah dilakukan. Dengan kata lain, hibah tidak boleh 
diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan (janin) karena anak 
tersebut belum wujud dalam arti yang sebenarnya. Kalau sekiranya 
penerima belum cakap bertindak, dapat diwakili oleh wali anak tersebut. 
Seperti yang berlaku dalam masyarakat Desa Geneng ini, orang tua 
atau pewaris lebih cenderung memberikan hartanya (hibah) kepada anak-
anaknya dibandingkan menghibahkan kepada orang lain. Bahkan hampir 
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semua orang tua memberikan hartanya kepada anak-anaknya, karena 
masyarakat lebih mengutamakan kesejahteraan anak-anaknya, dan agar 
tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tentu 
saja hal ini tidak bertentangan dengan apapun, karena sesungguhnya 
seorang penerima hibah itu adalah mutlak hak orang yang memberikan 
hibah, apakah hibah tersebut akan diberikan kepada orang lain atau kepada 
anak-anaknya. Dalam masyarakat Desa Geneng ada juga yang melakukan 
bahwa apabila seorang anak telah berumah tangga dan terpisah dari orang 
tuanya, pewaris memberikan tanah untuk modal hidupnya. Kelak harta 
tersebut diperhitungkan sebagai warisan, sepeninggal orang tua, anak yang 
pernah menerima pemberian itu tidak berhak menerima harta lagi. Hal 
tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 yang 
berbunyi “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dikategorikan 
sebagai warisan.”98 
Adapun dalam hal penerima harta warisan, dalam hukum waris 
Islam telah diterangkan bahwa penerima harta warisan atau yang sering 
disebut dengan ahli waris itu dapat digolongkan berdasarkan tinjauan dari 
segi kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan. Apabila ditinjau 
dari segi kelaminnya, maka terdapat dua golongan yakni ahli waris laki-
laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan dalam praktiknya, masyarakat 
sering kali tidak memperhatikan hal tersebut, atau bahkan mereka sengaja 
tidak menghiraukan masalah ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam. 
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Karena mereka beranggapan bahwa ahli waris itu hanya terdiri dari anak-
anaknya saja, dan ini berlaku pada masyarakat sejak dulu sampai saat ini. 
Hal ini tentu saja berolak belakang dengan hukum waris Islam, karena 
seorang ahli waris itu tidak hanya terdiri dari anak-anaknya saja, melaikan 
masih ada ahli waris yang lainnya di luar anak-anak, seperti ayah, ibu, 
saudara, cucu, dan lain-lain. 
Hal ini tentu saja dikarenakan masyarakat kurang memahami 
hukum waris secara Islam, mereka hanya melakukan apa yang telah 
dilakukan para pendahulu mereka dan sudah menjadi suatu kebiasaan. 
Oleh sebab itu, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mempelajari 
segala macam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan duniawi dan 
surgawi. 
 
B. Analisis Dampak yang Timbul Akibat Praktik Pembagian Harta 
Sebelum Pewaris Meninggal. 
Sebenarnya permasalahan yang timbul akibat pembagian harta 
sebelum pewaris meninggal ini hampir sama, yaitu kurangnya menerima 
atau menyetujui jumlah harta yang dibagikan oleh pewaris kepada ahli 
warisnya. Ahli waris merasa bahwa bagian yang mereka terima kurang 
sesuai dengan keinginan mereka dengan alasan bahwa orang tua harus 
membaginya dengan adil atau sama rata.  
Pembagian harta yang dilakukan pada masyarakat Desa Geneng 
yaitu orang tua atau pewaris membedakan bagian masing-masing anak 
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tergantung pada tingkat ekonomi anak pada saat harta tersebut dibagikan, 
jadi anak yang memiliki tingkat ekonomi dalam kategori menengah dan 
keatas sudah pasti penerimaan harta bagiannya sedikit dibandingkan 
dengan anak yang memiliki tingkat ekonomi dalam kelas bawah. Hal 
inilah yang memicu permasalahan antara orang tua selaku pewaris dengan 
ahli warisnya setelah pembagian harta tersebut dibagikan. 
Kemudian permasalahan yang timbul karena pembagian harta 
sebelum pewaris meninggal itu adalah terjadi perselisihan antara orang tua 
dengan anak-anaknya sebagai pewaris dan ahli waris, bahkan sering juga 
timbul perselisihan antara ahli warisnya atau anak-anaknya sendiri, 
permasalahan lain yang timbul adalah anak-anak sebagai ahli warisnya 
tidak mewarat orang tua dengan sebagaimana mestinya. Seharusnya 
anaklah yang harus merawat atau menjaga orang tuanya sampai dengan 
meninggal. 
Dalam hal ini, orang tua membagikan hartanya tergantung pada 
kedekatan hubungan antara orang tua dan ahli warisnya, maksudnya 
bahwa anak yang terakhir bisa mendapat bagian sedikit lebih banyak 
dibanding dengan anak pertama maupun kedua dan seterusnya. Jadi, 
perbedaan penerimaan bagian tersebut umumnya tampak pada waktu 
orang tua melebihkan penerimaan bagian anak terakhir, bagian anak ini 
dilebihkan dengan maksud bahwa setelah melakukan pembagian harta 
pewaris (orang tua) akan hidup bersama anak tersebut, sehingga 
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diharapkan anaknya dapat merawat dan melayani orang tua tersebut 
hingga saat ajal tiba.  
Dengan adanya perselisihan tersebut, pasti ada jalan keluar yang 
harus dilakukan. Cara penyelesaian masalah tersebut dengan jalan 
musyawarah dengan anggota keluarga yang bersangkutan dengan 
disaksikan oleh tokoh masyarakat atau dengan orang yang mereka percaya 
akan memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Tetapi, masih 
cukup banyak masyarakat yang membagikan hartanya dengan melakukan 
musyawarah tanpa menghadirkan dan disaksikan oleh orang lain di luar 
keluarga mereka, karena mereka beranggapan bahwaa masalah ini 
merupakan suatu hal yang sangat pribadi dan jangan ada orang lain diluar 
keluarga mereka yang menyaksikan atau mengetahui prosess pembagian 
harta tersebut. Dengan demikan jika nanti warga masyarakat ada yang 
berselisih dan tidak menemukan jalan tengah, masyarakat dapat 
menyelesaikan dengan cara pergi ke balai desa untuk mencari titik terang 
dari permasalahan tersebut, dengan kepala desa sebagai mediator dan di 
saksikan oleh pejabat desa yang lainnya. 
 
C. Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Menurut Hukum 
Islam. 
Pada dasarnya Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 
praktik pembagian harta. Dalam Islam sendiri terdapat beberapa proses 
pembagian harta, yaitu pewarisan, hibah, wasiat dan lain-lain. Apabila 
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berbicara masalah pewarisan, maka dalam pembagian warisan tidak 
dikenal pembedaan antara ahli waris anak-anak, perempuan, dan orang 
dewasa dalam memperoleh harta warisan, karena semuanya akan 
mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. 
Sebagaimana firman Allah Swt : 
 ِلاَج ِّرلِل   ٌبيَِصً  َكََرت ا َّو ِّهٱ  َوْل َو ِىاَدِلٱ  ٌبيَِصً ِءآَسٌِِّللَو َىُوبَرَْقْلْ  َكََرت ا َّو ِّه
ٱ  َوْل َو ِىاَدِلٱۚ َُرثَك َْوأ ُهٌْ ِه ََّلق ا َّوِه َىُوبَرَْقْلْ    بيَِصً   ضوُْرف َّه اا 
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan.
99
 
 
Dari ayat diatas maka dapat diketahui bahwa Islam telah merinci 
dan menjelaskan melalui al-Qur‟an bagian tiap-tiap ahli waris dengan 
tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian, 
sampai kini persoalan pembagian harta waris masih menyebabkan 
keretakan hubungan kekeluargaan. Disamping karena keserakahan dan 
ketamakan manusianya, keretakan tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan 
ahli waris akan hakikat waris dan cara pembagiannya. 
Selain itu, juga telah di tentukan masalah ahli waris sampai dengan 
bagian masing-masing yang diterima oleh ahli waris tersebut. Hal ini 
dibuktikan dengan digolongkannya ahli waris berdasarkan dari segi 
kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan. Apabila ditinjau dari 
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segi haknya, maka terdapat tiga golongan yakni zawi al-furud, asabah dan 
zawi al-ahram. Kemudian dalam Islam juga telah memberikan nilai 
keadilan dalam hal bagian yang diterima ahli warisnya, yaitu dalam 
ketentuan hukum yang mewajibkan kaum laki-laki memikul nafkah 
keluarga, sesuai fitrahnya. Oleh sebab itu, setiap individu tidak bisa 
memilih dan mengatur bagian setiap ahli warisnya apabila di sesuaikan 
dengan hukum Islam. Karena semuanya itu sudah diatur dan dijelaskan 
dalamnya. 
Dalam pembagian harta waris, juga terdapat beberapa asas yang 
harus dipenuhi. Yang utama adalah asas akibat kematian, yang berarti 
kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia atau kewarisan ada kalau 
ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang 
kepada orang lain yang disebut sebagai kewarisan, terjadi setelah orang 
yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang 
tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan 
selama orang tersebut masih hidup. 
Kemudian salah satu peralihan harta dalam pandangan hukum 
Islam adalah hibah. Dengan menghibahkan sesuatu benda berarti keluarlah 
sesuatu itu dari milik yang menghibahkan dan berpindah ke dalam milik 
yang menerima hibah. Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk suka 
memberi, karena dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan 
kasih sayang antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam 
surat Al-„Imran ayat 92 : 
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 َل  ىَّتَح َِّربْلا اُولَاٌَت ْي ا َّوِه اُوِقفٌْ ُت ۚ َىوُّبُِحت  ٌنيِلَع ِهِب َ َّاللَّ َِّىَإف ٍءْيَش ْيِه اُوِقفٌْ ُت اَهَو 
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa 
saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
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Dalam hibah sendiri pada dasarnya setiap orang berhak untuk 
menerima hibah, tidak ada persyaratan apapun baik yang berkenaan 
dengan usia, agama, maupun jenis kelamin. Hanya saja, yang perlu dicatat 
adalah penerima hibah harus benar-benar ada ketika pemberian hibah 
dilakukan. Atau dengan kata lain, hibah tidak boleh diberikan kepada anak 
yang masih dalam kandungan (janin), karena ia belum wujud dalam arti 
yang sebenarnya. Kalau sekiranya penerima hibah belum cakap bertindak 
ketika pelaksanaan hibah, maka dapat diwakili oleh walinya. Kemudian 
yang berkenaan dengan bagiannya, pada prinsipnya bagian yang 
dihibahkan tersebut adalah mutlak hak milik yang menghibahkan.  
Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam pemberian tersebut 
diusahakan tidak melebihkan pemberian antara yang satu dengan yang 
lainnya, karena yang demikian itu bisa saja menimbulkan permusuhan atau 
kerenggangan antara keluarga. Sedangkan tujuan dianjurkan hibah itu 
adalah untuk menimbulkan keakraban dan rasa kasih sayang sesama 
manusia.  
Mengenai batasan memberikan hibah, Pada dasarmya para ulama 
sepakat dalam hal kebolehan seseorang untuk menghibahkan seluruh harta 
kekayaan yang dimilikinya, apalagi hanya sebagian daripadanya. Para 
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ulama juga sepakat bahwa hibah yang diberikan kepada saudara dekat jauh 
lebih diutamakan dari pada pemberian kepada orang lain. Namun 
demikian, tidak berarti menghibahkan sesuatu kepada selain kaum atau 
kerabat tidak tergolong ke dalam hal yang baik.
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Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menarik kembali suatu 
pemberian (hibah) yang telah diserahkan adalah haram, sekalipun hibah itu 
terjadi diantara saudara atau suami-isteri. kecuali bila hibah itu hibah dari 
orang tua kepada anaknya, maka penarikan hibah tersebut 
diperbolehkan.
102
  
Kemudian mengenai hibah (pemberian) orang tua kepada anaknya, 
tidak dihalalkan bagi seseorangpun untuk melebihkan sebagian anak-
anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, sebab yang 
demikian akan menanamkan permusuhan dan memutus hubungan 
silaturahmi yang diperintahkan Allah SWT untuk menyambungnya. 
Karena Rasul Allah Saw pun kurang menyukai (mencela) orang tua yang 
terlalu membeda-bedakan pemberian (hibah) kepada anaknya. Sebagian 
ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq, al-Tsauri. Thawus 
dan sebagian ulama dari kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa 
melebihkan pemberian pada anak satu dari pada anak yang lain tergolong 
ke dalam tindakan bathil dan curang, dan karenanya patut dituntut 
pelakunya supaya membatalkan pemberiannya itu. Akan tetapi, ada di 
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antara ulama fikih yang membolehkan pembedaan hibah orang tua 
terhadap sesama anaknya, jika pembedaan itu didasarkan pada alasan-
alasan tertentu yang dibenarkan. Hanya saja, satu hal yang patut di 
perhatikan, semua pada dasarnya setuju bahwa sikap membeda-bedakan 
pemberian terhadap anak sebagai sesuatu yang kurang dicintai oleh Rasul 
Allah Saw.
103
 
Kemudian mengenai peralihan harta melalui pesan atau biasa 
disebut dengan wasiat, wasiat adalah Wasiat adalah pesan tentang suatu 
kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. 
Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau 
dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang sehat, artinya bukan 
ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan 
pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh 
karena itu, tidak semua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat 
berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi 
wasiat, dan sebagainya. 
Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah 
ayat 180 : 
    
    
  
 
 
    
   
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“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 
Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf
104
, (ini 
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”105 
 
Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, 
manakala terdapat ahli waris. Adapun jika melebihi sepertiga harta 
warisan, menurut kesepakatan seluruh madzhab dibutuhkan izin dari para 
ahli waris. Jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku. Akan tetapi, jika 
menolak, wasiat itu batal. Jika sebagian dari mereka mengizinkan, sedang 
sebagian lainnya tidak, kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta 
yang mengizinkan.
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Mahzab Imamiyah mengatakan bahwa jika para ahli waris telah 
memberi izin, mereka berhak menarik kembali izin mereka, baik izin itu 
diberikan saat pemberi wasiat masih hidup maupun sesudah meninggal. 
Mahzab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa penolakan 
ataupun izin hanya berlaku sesudah meninggalnya pemberi wasiat. Jika 
mereka memberikan izin ketika dan menolak masih hidup, kemudian 
berbalik pikiran melakukannya setelah pemberi wasiat meninggal, mereka 
berhak melakukan itu, baik izin itu mereka berikan ketika pemberi wasiat 
berada dalam keadaan sehat ataupun ketika sakit. Dan Madzhab 
Imamiyah, Hanafi, Maliki mengatakan bahwa izin yang diberikan oleh 
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ahli waris bagi kelebihan dari sepertiga harta waris merupakan persetujuan 
atas tindakan si pemberi wasiat, bukan sebagai hibah dari ahli waris 
kepada si penerima wasiat. Jadi ia tidak memerlukan serah terima. 
Hukum-hukum hibah tidak berlaku untuk wasiat.
107
 
Terdapat perbedaan pendapat mengenai orang yang mewasiatkan 
seluruh hartanya, sedangkan dia tidak mempunyai ahli waris. Imam Malik 
mengatakan bahwa wasiat hanya boleh maksimal sepertiga hartanya, 
sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh seluruhnya. Imam 
Syafi'i dan Imam Ahmad mempunyai dua pendapat, sedangkan Madzhab 
Imamiyyah juga mempunyai dua pendapat, tetapi yang lebih sahih adalah 
boleh. 
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Semua Madzhab sepakat bahwa tidak boleh dilaksanakan 
pewarisan ataupun wasiat sebelum utang-utang si pemberi wasiat dilunasi 
atau dibebaskan dari beban utang. Jadi jumlah sepertiga harta warisan 
yang dikeluarkan untuk wasiat itu tidak termasuk utang. Akan tetapi, 
mereka berselisih pendapat mengenai saat penghitungan kadar sepertiga 
itu, apakah sepertiga pada saat wafatnya si pemberi wasiat, ataukah pada 
saat pembagian harta warisan.
109
 
Madzhab Hanafi mengatakan bahwa jumlah sepertiga itu dihitung 
pada saat pembagian harta warisan. Jadi, setiap tambahan ataupun 
kekurangan yang menimpa harta peninggalan si pemberi wasiat juga 
berdampak pada para ahli waris dan penerima wasiat. Sebagian pengikut 
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Hambali dan Maliki setuju dengan pendapat ini Madzhab Syafi'i 
mengatakan bahwa jumlah sepertiga itu dihitung wasiat Sedangkan 
madzhab Imamiyah pada saat wafatnya si pemberi wasiat mengatakan 
bahwa sepertiga itu dihitung pada saat pembagian harta warisan apabila 
harta itu masuk dalam miliknya setelah ia meninggal.
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian di Desa Geneng mengenai pembagian harta 
sebelum pewaris meninggal, penulis dapat menyimpulkan bahwa : 
1. Praktik pembagian harta yang dilakukan masyarakat Desa Geneng 
adalah hibah. Dikatakan hibah karena, pewaris membagikan hartanya 
ketika sebelum meninggal. Pewaris cenderung menghibahkan hartanya 
kepada anak-anaknya. Dan prinsip pembagian hartanya dilakukan 
dengan sistem kekeluargaan dengan cara dibagi sama rata atau dengan 
bagian yang berbeda karena alasan yang dianggap perlu dilakukan 
pembagian yang tidak sama rata tersebut. Pembagian harta yang seperti 
ini dilakukan oleh orang tua dengan tujuan wujud silaturahmi antara 
orang tua dan anak, orang tua memberikan kemandirian kepada anak 
untuk modal masa depannya. 
2. Permasalahan yang timbul karena pembagian harta tersebut adalah 
pembagian yang mereka terima dirasa kurang cukup atau kurang sesuai 
keinginan anaknya. Munculnya kerenggangan antara orang tua dan 
anak dalam merawat kehidupan orang tua (pewaris). Untuk 
meminimalisir permusuhan antara orang tua dan anak maka dilakukan 
musyawarah secara kekeluargaan dengan didampingi seorang mediator 
untuk mendapatkan titik terang. Atau mereka bisa datang ke balai desa 
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untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kepala desa atau 
pejabat desa lainnya. 
3. Praktik pembagian harta yang dilakukan masyarakat ini masih kurang 
sempurna apabila disesuaikan dengan hukum Islam. Dikatakan kurang 
sempurna karena masalah pembagiannya masih berbeda dengan 
hukum Islam, kemudian dari praktik pembagian harta tersebut masih 
menimbulkan permasalahan. Namun, bukan berarti pula praktik 
tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Jadi masih banyak 
perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan agar bisa disesuaikan 
dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepedulian 
masyarakat dan masih minimnya pengetahuan masyarakat akan 
hukum-hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan pembagian 
harta. Maka, tradisi pembagian harta yang sudah berjalan di 
masyarakat, sepanjang mampu berbuat adil yang didasari atas suatu 
kerelaan anggota keluarga, maka hal tersebut tidak bertentangan 
dengan hukum Islam. Apabila ingin mengadakan perbaikan terhadap 
kebiasaan masyarakat itu, maka harus ditempuh dengan jalan yang 
sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. 
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B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti menemukan 
saran sebagai berikut : 
1. Mengingat hukum kewarisan merupakan hukum yang sangat penting, 
maka perlu mempelajari mengenai hukum pembagian harta tersebut. 
Alangkah baiknya jika kita mempelajari juga mengamalkan sesuai 
dengan syariat Islam. 
2. Untuk meminimalisir permasalahan, sebaiknya kita perlu berfikir 
secara terbuka mengenai pembagian harta tersebut. Hendaknya, kita 
juga tidak boleh terpancing oleh keinginan masing-masing individu 
untuk mendapatkan bagian yang bukan milik kita. 
3. Kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun orang yang 
mengerti mengenai pembagian harta sebaiknya melakukan penyuluhan 
agar masyarakat paham mengenai hal tersebut. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
1. Siapa saja yang melakukan praktik pembagian harta sebelum pewaris 
meninggal? 
2. Apa yang dibagikan orang tua kepada anaknya? 
3. Berapa besar bagian yang diberikan orang tua kepada anaknya? 
4. Kenapa alasan orang tua membagikan hartanya sebelum meninggal? 
5. Kapan orang tua membagikan hartanya kepada anaknya? 
6. Apakah terjadi permasalahan terhadap praktek pembagian harta tersebut? 
7. Apakah permasalahan tersebut terjadi ketika pembagian harta atau sesudah 
pembagian harta? 
8. Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi permasalahan? 
9. Bagaimana menurut masyarakat mengenai praktek pembagian harta 
sebelum pewaris meninggal menurut Hukum Islam? 
10. Kenapa tidak membagikan harta menurut Hukum Islam? 
11. Apa status harta yang di berikan oleh orang tua kepada anaknya? 
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